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Bantu Warga Palestina,
Muhammadiyah Netral

Barangsiapa menghendaki
kehidupan dunia dan

perhiasannya, pasti Kami
berikan (balasan) penuh atas
pekerjaan mereka di dunia

(dengan sempurna) dan mereka
di dunia tidak akan dirugikan.

(QS Hud: 15)

JURAGAN BATUBARA BISA KELIMPUNGAN

PLN Pensiunkan PLTU

PT PLN (Persero) bersama dengan pemerintah mempunyai rencana untuk mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga
Uap (PLTU) berbasis batu bara mulai 2025. Lalu bagaimana nasib pengusaha batubara? Terutama di Sumatera Barat yakni

PLTU Sijantang dan Teluk Sirih?

Jakarta, Khazanah -- Jakarta, Khazanah -- Jakarta, Khazanah -- Jakarta, Khazanah -- Jakarta, Khazanah --  Menanggapi
rencana ini, Direktur Eksekutif Asosiasi
Pertambangan Batu Bara Indonesia
(APBI) Hendra Sinadia meminta
pemerintah segera memberikan penje-
lasan secara rinci terkait rencana
mempensiunkan PLTU ini.

Karena menurutnya, ini akan
menentukan ke mana arah industri batu
bara ke depannya.

"Saya kira ini akan sangat tergan-
tung oleh nanti bagaimana pemerintah
buat road map ke depan," paparnya
dalam wawancara bersama CNBC

Indonesia belum lama ini.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa

perkembangan dinamika geopolitik
tentang isu perubahan iklim yang
begitu cepat menuntut pemerintah
Indonesia menjadi lebih cepat dalam
mengejar target net zero emission.

Kondisi ini pun tak ayal berdampak
pada pemanfaatan batu bara di sektor
kelistrikan.

"Kami akan tunggu dari road map
yang akan dibuat oleh pemerintah. Perlu
kajian lebih detail, sehingga dari situ
kami bisa melihat pemanfaatan batu

PT NMS JAWAB TUDINGAN PUBLIK

Nagarimart bukan Alfamart
PADANG - NORWEGIA
BAHAS KERJA SAMA
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TIGA PEJABAT
UNDUR DIRI

Pemko
Bukittinggi
Siapkan
Seleksi Calon
Pengganti
Bukittinggi, Khazanah –Bukittinggi, Khazanah –Bukittinggi, Khazanah –Bukittinggi, Khazanah –Bukittinggi, Khazanah – Sudah
tiga orang pejabat di Bukittinggi yang
mengundurkan diri sejak
kepemimpinan Walikota Erman Safar
– Marfendi awal tahun ini, ada apa
gerangan? Isu yang berkembang, ada
ketidakcocokan antara yang memimpin
dengan yang dipimpin, meskipun alasan
yang dikemukakan bukan karena itu.

Tapi Walikota Erman Safar cepat
membantah bahwa ketiga pejabat yang

PPPPPADANG -ADANG -ADANG -ADANG -ADANG - Wali Kota Padang Hendri
Septa mengikuti kegiatan zoom
meeting, Senin malam (8/6/2021)
bersama Duta Besar (Dubes) RI untuk
Norwegia Mr. Todung Mulya Lubis
beserta tim kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Oslo, Norwegia.

PENUHI JANJI KAMPANYE

Walikota Padang Panjang
Majukan Industri Kapur

Padang Panjang, Khazanah -- Salah
satu janji kampanye Walikota Fadly
Amran ketika Pilkada lalu adalah
menghidupkan kembali industri batu
kapur sebagai salah satu penyokong
ekonomi Kota Padang Panjang. Kini
janji itu terus diupayakan untuk
direalisasikan.

Perjuangan panjang untuk
menghidupkan kembali industri kapur
Bukit Tui mulai menampakkan titik
terang. Walikota, Fadly Amran setelah
menjalin berbagai komunikasi dan
pembicaraan teknis dengan sejumlah
pemangku kepentingan Bukit Tui.

Kamis pekan silam misalnya, Fadly
mendatangi kantor Dinas ESDM

Industri kapur di Bukit Tui akan dikembangkan lagi oleh Pemko Padang Panjang

PLTU Teluk Sirih, Padang termasuk satu dari dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang ada di Sumatera Barat, yang satu lagi adalah PLTU Ombilin di Sijantang.
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Padang, Khazanah –Padang, Khazanah –Padang, Khazanah –Padang, Khazanah –Padang, Khazanah – Disebut-sebut
ada Alfamart di belakangnya, pemilik
jaringan minimarket Nagari Mart
membantah keras tudingan itu. Pihak
Nagari Mart yang berada di bawah
bendera PT Nagari Minang Sakato

(NMS) itu menyatakan bahwa jaringan
ritel milik mereka seratus persn milik
pengusaha Minang.

“Tidak ada kepemilikan lain selain
kami berlima, jadi kami heran juga
kenapa Nagari Mart dibilang

merupakan ritel yang terafiliasi ke
Alfamart,” kata  Nasriman Chan,
Direktur Utama PT NMS kemarin,
seperti dikutip dari laman
Anatarsumbar.com.+

BACA HAL-7

Adil Melihat
Kebinekaaan
Oleh: Prof Haedar Nashir

S
osok muda-mudi memakai kaus
bertuliskan sangat menantang:
“Kalo Surga Milik Kaummu,
Biarkan Kami Di Neraka
Dengan Kebhinekaan”. Me-

ngapa ada kaus seekstrem itu?
Ternyata, kaus berwarna biru dan

hitam itu diiklankan di toko online
berlabel “Kaos Surga Kebhinekaan”. Ada
harganya, lebih 100 ribu rupiah.

Berani sekali perancang dan pemakai
kaus itu. Lebih memilih neraka dan
antisurga demi kebinekaan. Alam pikiran
macam apa? Memang kebinekaan berlaw-
anan dengan agama?

Padahal, semua agama mengajarkan
hidup damai dalam kemajemukan. Islam
bahkan sangat kuat mengajarkan toleransi
beragama melalui ajaran tasamuh.

Lantas, apa motif dan tujuan “kaus
kebinekaan” seperti itu? Bukan hanya
surga-neraka yang menjadi bahan olok-
olok, konsep kebinekaan pun sejatinya
disalahgunakan dengan cara serampangan.
Mungkin karena ada sebagian umat
beragama yang bertindak tidak toleran
dengan orang lain hingga ada yang
bereaksi naif dan cenderung anti-agama.
Padahal, tulisan di kaus itu sama ekstrem
dan intoleran.

Kita tidak tahu apa negara akan terusik
dan kemudian dalam “tempo yang
sesingkat-singkatnya” mengeluarkan SKB
tiga menteri yang melarang dan memberi
sanksi keras kepada siapa pun perancang,
produsen, pengedar, dan pemakai kaus
yang menegasikan surga. Surga itu bagian
dari keyakinan agama yang sakral,
sedangkan agama dijamin keberadaaannya

BACA HAL-7

Jakarta, Khazanah – Program bantuan
kemanusiaan internasional yang diberikan oleh
Muhammadiyah tidak bertendensi politik, tidak
parsial atau harus netral. Muhammadiyah dalam
kiprah bantuan untuk kemanusiaan internasional
bisa dibilang bukan pemain baru.

Koordinator Program Muhammadiyah AID,
Wachid Ridwan mengakatakan bahwa
Muhammadiyah meski sebagai oragnisasi
berbasis agama (faith-base organization), tapi
dalam aksi kemanusiaan dijalankan secara inklusi.
Ia menekankan bahwa, bantuan yang diberikan
oleh Muhammadiyah tidak memandang warga
dan kebangsaan, termasuk juga keimanan,
tapi sepanjang Muhammadiyah memiliki
kemampuan, bantuan akan diberikan.

“Kita tidak mengkhususkan diri di isu-isu
muslim, tapi isu-isunya memang lebih banyak
yang ada nuansa agamanya,” tutur Wachid

Menjelaskan proses dan cara masuknya
Muhammadiyah AID dalam kasus dan isu-
isu kemanusiaan internasional, Wachid
mengatakan, Muhammadiyah AID tidak
mengabaikan rambu-rambu yang sudah
disepakati secara internasional. Ia juga
menjelaskan bahwa tidak semua bencana
internasional Muhammadiyah bisa masuk, hal
ini tergantung dengan kategorisasi declare atas
bencana tersebut.

Misalnya kasus yang terjadi di Rohingya,
di mana negara Myanmar telah men-declare
bahwa itu sebagai bencana internasional,
sehingga Muhammadiyah AID bisa masuk dan
membantu di sana. Model bantuan yang diberikan
oleh Muhammadiyah dalam penanganan
bencana bukan hanya datang, memberi, lalu
pergi. Melainkan ada tahapan-tahapan yang
dikerjakan secara tuntas-berkesinambungan.

Aksi kemanusiaan internasional yang
dilakukan oleh Muhammadiyah juga sudah

ADVERTORIAL

Wagub Audy Joinaldy saat meresmikan Nagari Mart beberapa waktu lalu
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DPD BISA AJUKAN CAPRES?

LaNyalla: Amandemen Terdahulu
Kebiri Hak Non-Partisan

SurabayaSurabayaSurabayaSurabayaSurabaya, Khazanah, Khazanah, Khazanah, Khazanah, Khazanah - Dalam focus
group discussion (FGD) di Universitas
Airlangga, Surabaya, Selasa (8/6/2021),
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud
Mattalitti, menyinggung amandemen
konstitusi terdahulu yang mengebiri hak
bagi non-partisan untuk maju sebagai calon
presiden dan calon wakil presiden.

Oleh karena itu, DPD RI mewacanakan
amandemen ke-5 UUD 1945, yang
merupakan sebuah ikhtiar untuk
mengembalikan atau memulihkan hak
konstitusional DPD RI dalam mengajukan
pasangan capres-cawapres.

Sebab akibat amandemen yang terjadi
sejak tahun 1999 hingga 2002, DPD RI
sebagai lembaga non-partisan menjadi
kehilangan hak untuk mencalonkan
pasangan capres-cawapres.

“Disebut memulihkan karena bila
melihat sejarah perjalanan lembaga
legislatif, hilangnya hak DPD RI untuk
mengajukan kandidat capres-cawapres
adalah kecelakaan hukum yang harus
dibenahi,” tutur LaNyalla dalam FGD
bertajuk Gagasan Amandemen V UUD
NRI 1945: Penghapusan Ambang Batas
Pencalonan Presiden dan Membuka
Peluang Calon Presiden Perseorangan.

Dijelaskan Senator asal Jawa Timur
ini, sebelum amandemen UUD 1945
terdahulu, presiden dan wakil presiden dipilih
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR). MPR saat itu terdiri atas DPR dan
Utusan Daerah serta Utusan Golongan.

Artinya, baik DPR selaku Anggota
MPR maupun Anggota MPR dari unsur
Utusan Daerah sama-sama memiliki hak
mengajukan calon. Kemudian pada
amandemen ketiga UUD 1945, DPD RI
lahir menggantikan utusan daerah dan
utusan golongan dihilangkan.

“DPD RI lahir melalui amandemen
ketiga, menggantikan Utusan Daerah.
Maka, hak-hak untuk menentukan tata
kelembagaan di Indonesia seharusnya tidak
dikebiri. Termasuk hak mengajukan Capres-
Cawapres,” ujarnya.

Lagipula, kata LaNyalla, DPD memiliki
legitimasi yang kuat. Menurutnya, bola
Utusan Daerah dipilih secara eksklusif
oleh anggota DPRD Provinsi, maka
anggota DPD dipilih melalui pemilihan
umum secara langsung oleh rakyat.

“Ini menjadikan DPD sebagai lembaga
legislatif Non-Partisan yang memiliki akar
legitimasi kuat. Sehingga hak DPD untuk
mengajukan calon presiden dan wakil
presiden adalah rasional,” tegas LaNyalla.

Ketua DPD RI pun berbicara mengenai
hasil survei Akar Rumput Strategis
Consulting (ARSC) yang dirilis pada 22
Mei 2021 lalu. Dari hasil tersebut
ditemukan bahwa 71,49% responden ingin
calon presiden tidak harus dari kader partai.

Sementara itu hanya 28,51% saja yang
menginginkan calon presiden dari kader
partai. LaNyalla menilai hasil studi tersebut
harus direspons dengan baik.

“Seharusnya DPD bisa menjadi saluran
atas harapan 71,49% responden dari hasil
survei ARSC yang menginginkan calon
presiden tidak harus kader partai. Makanya
saya menggagas bahwa Amandemen ke-
5 nanti, harus kita jadikan momentum
untuk melakukan koreksi atas arah
perjalanan bangsa,” terangnya.

Menurut LaNyalla, bila partai politik
yang direpresentasikan melalui DPR RI
dapat mengajukan pasangan capres-
cawapres, maka DPD RI sebagai repre-
sentasi daerah idealnya juga mendapat
kesempatan yang sama untuk mengusung.
Misalnya hak mengajukan satu pasangan
capres-cawapres perseorangan dalam
gelanggang pemilihan presiden dan wakil
presiden, sebagai perwakilan daerah.

“Ingat lho, anggota DPD RI itu
sebanyak 136 orang, yang untuk duduk
di Senayan juga dipilih, dengan dapil
provinsi,” ujar LaNyalla.

Mantan Ketum PSSI ini menilai
perjalanan arah negara sudah melenceng
dari cita-cita pendiri bangsa, dengan
adanya ketimpangan pada amandemen
konstitusi. LaNyalla pun menyebut perlu
ada pembenahan atau koreksi atas hal
itu.

“Bukan sibuk melakukan kritik kepada

pemerintah atau presiden. Karena presiden
hanya menjalankan konstitusi dan
peraturan perundangan. Meskipun Presiden
bersama DPR membentuk undang- undang.
Bahkan Presiden juga bisa menerbitkan
Peraturan Pengganti Undang-Undang,”
katanya.

Karena melihat perkembangan arah
bangsa yang sudah mulai melenceng itu
lah, maka LaNyalla bersama para senator
mendatangi kampus-kampus untuk
menggugah kesadaran publik. DPD RI
ingin memantik pemikiran kaum terdidik
dan para cendekiawan agar terbangun
suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk
memikirkan bagaimana Indonesia ke depan
lebih baik seperti yang dicita-citakan para
pendiri bangsa Indonesia.

“Mungkin ada yang bertanya, ada apa
Ketua DPD RI bicara konstitusi. Bukannya
DPD RI adalah wakil daerah, yang harus
fokus memperjuangkan kepentingan
daerah. Justru dari situlah semua bermula,”
ucap LaNyalla.

Sejak dilantik sebagai Ketua DPD RI
pada Oktober 2019, LaNyalla sudah
berkeliling hampir ke seluruh provinsi
untuk melihat dan mendengar secara
langsung aspirasi dan permasalahan yang
dihadapi daerah dan stakeholder yang
ada di daerah. Dari hasil menyerap aspirasi
itu, Ketua DPD RI menemukan satu
kesimpulan, mengapa hampir semua
permasalahan di daerah sama.

“Mulai dari persoalan sumber daya
alam daerah yang terkuras, hingga
kemiskinan dan indeks kemandirian fiskal
daerah yang jauh dari kata mandiri. Setelah
saya petakan, ternyata akar persoalannya
ada di hulu. Bukan di hilir. Akar persoalan
yang ada di hulu adalah ketidakadilan
sosial,” urainya.

Ditambahkan LaNyalla, keadilan sosial
sendiri merupakan tujuan hakiki dari
lahirnya negara ini, seperti dicita-citakan
para pendiri bangsa dan menjadi sila
pamungkas dari Pancasila. Persoalan
ketidakadilan sosial disebut terjadi karena
adanya kekuatan modal dan kapital dari
segelintir orang untuk mengontrol dan
menguasai kekuasaan.

“Mengapa ini bisa terjadi? Karena
memang di dalam konstitusi dan undang-
undang turunannya dibuka peluang untuk
terjadinya dominasi segelintir orang untuk
menguasai dan menguras kekayaan negara
ini,” tutur LaNyalla.

Dengan berdiskusi dengan para
cendekiawan, DPD RI punya harapan
tersendiri. LaNyalla mengungkap alasan
tersebut yakni agar muncul kesadaran para
pejabat pemegang amanah untuk mengin-
gat sumpah jabatannya dan kemudian
duduk bersama untuk merumuskan
perbaikan negeri ini ke depan.

“Dan bila rakyat, khususnya kaum
terdidik di kampus sungguh-sungguh
menghendakinya, maka DPD RI siap
menjadi wadah yang menampung dan
menyalurkan aspirasi tersebut. Karena
negeri ini dilahirkan oleh para founding
fathers melalui kelompok dan perkumpulan
civil society,” katanya.

Perkumpulan civil society itu diawali
dengan lahirnya Budi Utomo, pada 20
Mei 1908. Lalu berlanjut lahirnya Kongres
Pemuda, pada 28 Oktober 1928, yang
digagas Perhimpunan Pelajar dan Perkum-
pulan Pemuda Indonesia.

“Mereka semua adalah elemen civil
society. Bukan partai politik,” tegas
LaNyalla.

Para pembicara antara lain Prof Kacung
Marijan (Guru Besar Ilmu Politik Unive-
rsitas Airlangga), Prof Badri Munir Sukoco
(Direktur Sekolah Pascasarjana Unair) dan
Dr Rahadian Salman (Koordinator Prodi
Magister Hukum dan Pembangunan
Sekolah Pascasarjana Unair).

Senator yang mendampingi Ketua
DPD Sylviana  Murni (Ketua Komite III
DPD), Bustami Zainudin ( Wakil Ketua
Komite II), Eni Sumarni (senator Jawa
Barat) dan Adilla Azis (senator Jatim).

Hadir juga Wadir 1 Sekolah Pascas-
arjana Unair Dr. Rudi Purwono, S.E., M.SE,
Wadir 2 Prof. Dr. Rr. Sri Pantja Madyawati,
drh., M.Si dan Wadir 3 Dr. H. Suparto
Wijoyo, S.H. M.Hum.   jer/*jer/*jer/*jer/*jer/*

S BUDI SYUKUR:

PKPS Akan Kembangkan
Potensi UMKM di Daerah

Padang, Khazanah-Padang, Khazanah-Padang, Khazanah-Padang, Khazanah-Padang, Khazanah- Ketua Umum
Persatuan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS)
Sengaja Budi Syukur mengatakan akan
mengaktifkan berbagai kegiatan di IKPS/
DKPS Sumbar.

Salah satunya akan membina anggota
IKPS/PKPS daerah yang bergerak di
bidang UMKM atau anggota yang
berwirausaha.

"Dalam waktu dekat saya akan
kunjungi kawan-kawan di daerah untuk
melihat potensi mereka, yang bergerak
di UMKM akan dibina dan dibantu
promosi," ujarnya, Senin (7/6).

Budi berharap, PKPS aktif dan
mempunyai banyak kegiatan, khususnya
untuk meningkatan kesejahteraan
masyarakat dan termasuk anggota PKPS.

"Tekad saya sesuai dengan tujuan
organisasi, ingin menjadikan PKPS rumah
gadangnya rang Pasisia. Semoga dalam
menjalankan roda organisasi," ujarnya.

Dia berharap ke depan Pemerintah
Provinsi Sumbar mendukung program
PKPS Sumbar karena sebagai organisasi
paguyuban siap berkolaborasi dan
berkontribusi bagi Pemerintah Daerah.

"Kita akan berikan kontribusi. Saat
ini orang Pesisir Selatan sudah menyebar
di seluruh Sumbar dan masuk dalam
pemerintahan," kata Budi.

Menurut Budi, sejumlah pejabat
Pemprov Sumbar berasal dari Pesisir

Selatan. Begitu juga di DPRD Sumbar
ada sejumlah nama dari Pesisir Selatan.
Termasuk juga para pengusaha yang
berasal dari Pessel.

Dewan Pembina, Nasrul Abit berpesan
kepada pengurus yang diberikan amanah
pada periode mendatang untuk mela-
kukan rapat-rapat sesuai dengan
kebutuhan organisasi, sehingga PKPS
Sumbar bisa lebih eksis dan bermanfaat
bagi masyarakat.

“Kita dorong keberadaan PKPS
Sumbar dibawah kepemimpinan Budi
Syukur agar lebih terasa keberadaanya,
tidak hanya menjalankan roda internal
organisasi saja, tetapi mampu menga-
dakan kegiatan-kegiatan lain untuk
kemajuan PKPS Sumbar dimasa mendat-
ang,” ujarya. Nasrul Abit juga berharap,
PKPS Sumbar dapat berkembang, tidak
hanya melaksanakan kewenangannya
tetapi berkembang untuk menggali
potensi masyarakat Pessel lainnya.
  Rina Rina Rina Rina Rina AkmalAkmalAkmalAkmalAkmal

Calon IKA Unand Mulai Mengapung

Pariaman, Khazanah - Pariaman, Khazanah - Pariaman, Khazanah - Pariaman, Khazanah - Pariaman, Khazanah - Ikatan
Keluarga Alumni (IKA) Universitas
Andalas Padang, Sumbar dijad-
walkan menggelar Kongres ke
VI tahun 2021 dengan meng-
usung tema “Menggerakan Ino-
vasi dan Kolaborasi untuk Keja-
yaan Bangsa” pada awal bulan
Agustus mendatang.

Seperti biasa puncak acara

kongres itu yang paling ditunggu
oleh para alumni adalah siapa
sosok yang akan memimpin
ratusan ribu alumni Unand yang
tersebar di nusantara ini meeng-
gantikan Asman Abnur itu.

Meskipun, panitia persiapan
perhelatan IKA Unand tersebut
belum membuka kran pendaftaran
untuk bakal calon ketua umum,
namun sudah mencuat usulan
nama-nama yang diusung dari
para alumni Fakultasnya.

Seperti IKA Unand Farmasi
mengusung jagoanya, yakni Dr.
(C) Apt. Rustian M.Kes, dan Surya
Tri Harto dari alumni Fakultas
Teknik, Mahyeldi dari Fakultas
Pertanian, Yuliandri dari Fakultas
Hukum, Khairul Ikhwan dari FISIP.

Ketua OC Kongres VI IKA
Unand Insannul Kamil menye-
butkan kepada wartawan, Senin
(7/6), kongres kali ini sangat
menggeliat dan semakin ramai.
Hal itu dibuktikan dengan mun-
culnya tokoh-tokoh alumni
tersebut dari masing-masing

Fakultas itu sendiri.
“Bagus itu tanda geliat ber

alumni Unand terus terbangun dan
menjadi positif bagi organisasi
IKA Unand,” kata Insannul Kamil.

Bahkan dari pantauan Juru
Bicara Kongres VI IKA Unand
Adrian “Toaik” Tuswandi, dari
IKA Fateta menjagokan Restu
‘Uncu Direktur’ Wirawan, dan IKA
Farmasi pun jagoanya, yakni
Rustian M.Kes.

Rustian di Alumni Unand
tidak asing lagi, dia sosok yang
berkarir lama di Kemenkes RI,
lalu BNPB. Hingga kini Rustian
sibuk menangani pengendalian
Covid-19,

Bahkan soal bantuan untuk
Unand atau Sumbar di masa
pandemi, Rustian termasuk yang
intens melobi institusinya, terkahir
bantuan ventilator dari pusat ke
Sumbar juga dipersembahkan
untuk Sumbar, dan semuannya
ini berkat dari lobi Rustian.

Dikonfirmasi soal maju bakal
calon ketua umum di Kongres

VI IKA Unand itu, Rustian
menyikapi menunggu dan melihat
(wait and see) dari proses dan
pelaksanaan Kongres kali ini.

“Tapi kalau putusan IKA
Farmasi sudah clear atau sudah
bulek (bulat), ambo (saya) satu-
satu nama yang diusulkan IKA
Farmasi untuk maju calon ketua
umum, amanah ambo sandang
dan siap menjalankannya, prinsip
tetap, asal untuk kejayaan bangsa
Rustian surut berpantang,” kata
Rustian.

Bahkan Rustian lebih maju
selangkah soal maju jadi Calon
Ketua Umum (Caketum), Rustian
sudah menjalankan program di IKA
Farmasi dan nanti akan dimodifikasi
ke IKA Unand jika amanah
diberikan Kongres VI IKA Unand.

“Alahamdulillah, di IKA Far-
masi sudah ambo jalankan seperti
Badan Amaliyah Yatim (BAY)
yakni menyantuni seluruh anak
alumni yang orang tuanya menin-
ggal. Mulai dari SD – perguruan
tinggi. Kini sedang membangun

masjid di Fakultas Farmasi.
Semoga amanah lebih besar
diberikan kongres kepada ambo,”
kata Rustian.

Ia menyebutkan, dari hasil
kongres VI kali ini memberikan
amanah kepada dirinya, organisasi
IKA Unand tersebut akan di
wujudkan menjadi organisasi
kebanggaan alumni dan almamater
pada pusat Iptek, sosial, dan
budaya yang unggul dan berdaya
saing, sehingga berkontribusi bagi
pembangunan masyarakat dan
kawasan.

Menurutnya, untuk mewu-
judkan ini diperlukan yaitu
membangun hubungan sinergi
antara alumni degan universitas
dalam rangka pengembangan
almamater, dan menyelenggarakan
peningkatan potensi alumni secara
komprehensif, integral dan holistik.

Kemudian, membangun kola-
borasi dengan berbagai stake-
holders yang relevan dalam
rangka sumbangsih alumni terha-
dap pembangunan bangsa dan

negara, serta menjunjung tinggi
nilai-nilai solidaritas, profes-
ionalisme yang berintegritas.

“Jadi artinya, putusan IKA
Farmasi sudah clear untuk maju
calon ketua umum, amanah ambo
sandang dan siap dilaksanakan,
dengan prinsip surut berpantang,”
tutup Rustian.

Selama berdiri, Ketua Umum
IKA Unand telah dijabat lima
orang dengan beragam latar
belakang profesi dan asal. Pertama
dipimpin oleh Sjofyan Asnawi
(fakultas Pertanian) dan mantan
Gubernur Sumbar, Zainal Bakar
dan Gamawan Fauzi (Fakultass
Hukum), hingga mantan Wakil
Menteri Pendidikan Nasional,
Faisal Jalal (Fakultas Kedokteran)

Dan terakhir dipimpin oleh
Asman Abnur (Fakultas Ekonomi)
sebagai Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Mereka semua telah
mencatat tinta emas perjalan yang
tidak bisa diambil dari kampus
darima mereka berasal.  sugersugersugersugersuger

BNN Payakumbuh Gelar Rakor
Tanggapi Ancaman Narkoba

Payakumbuh, Khazanah - Guna
meningkatkan sinergitas dan koordinasi
antara instansi, Badan Narkotika
Nasional (BNN) Kota Payakumbuh
menggelar Rapat Koordinasi (Rakor)
pengembangan dan pembinaan kota/
kabupaten tanggap ancaman narkoba
bertempat di Mungka Room Hotel
Mangkuto Kota Payakumbuh, Selasa
(8/6/2021).

Dalam Rakor tersebut, BNNK Paya-
kumbuh memfokuskan pembahasan pada
tujuan peningkatan kapasitas instansi
pemerintah dalam mewujudkan Kota
Payakumbuh tanggap ancaman narkoba.
Rakor diikuti sebanyak 20 orang peserta
dari berbagai instansi vertikal dan OPD
di lingkungan Kota Payakumbuh.

Instansi dan OPD yang mengirimkan
perwakilannya berhubungan langsung
dengan pelaksanaan fasilitasi Pence-
gahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
di Kota Payakumbuh.

Dalam sambutannya, Kepala BNNK
Payakumbuh AKBP. Sarminal menga-
takan bahwa rakor dengan agenda
tanggap ancaman narkoba tersebut
bertujuan untuk menanggulangi

penyalahgunaan narkoba di kota/
kabupaten, maka sangat diperlukan
pengembangan dan pembinaan kota/
kabupaten terhadap pentingnya tanggap
ancaman narkoba yang bisa
memberdayakan masyarakat sehingga
mandiri dan menciptakan lingkungan
yang BERSINAR (bersih dari narkoba).

“Rapat Koordinasi ini
diselenggarakan dalam upaya menjalin
sinergitas antar instansi untuk menekan
atau meminimalisir penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba dalam rangka
mewujudkan Kota Payakumbuh Tanggap
Ancaman Narkoba,” ungkap Sarminal
dengan semangat.

Program Kota Payakumbuh tanggap
ancaman narkoba merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari program
BERSINAR. Tanggap ancaman narkoba
berjalan dalam melibatkan unsur instansi
vertikal dan Pemko Payakumbuh dalam
mengelaborasi dan memobilisasi sumber
daya seluruh komponen di daerah, baik
di kalangan pemerintah, dunia usaha,
maupun masyarakat.

Melalui program Kota Payakumbuh
tanggap ancaman narkoba, instansi
vertikal dan Pemko Payakumbuh harus

terus mengantisipasi, mengadaptasi, dan
memitigasi ancaman dan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba di masyarakat.

“Penanganan masalah narkoba ini
bukan hanya tanggung jawab kepolisian
atau BNN saja, melainkan harus
melibatkan seluruh stakeholder di
pemerintahan dan masyarakat,” ujar
Kepala BNNK Payakumbuh AKBP.
Sarminal.

Sementara kepala kantor Kesbang-
Pol Kota Payakumbuh Budi Dharma
Permana selaku narasumber
menyampaikan jika saat ini kota
Payakumbuh sudah memiliki 21
kelurahan yang telah menerapkan
kelurahan BERSINAR ini.

“Tentunya dengan telah banyaknya
warga kita yang sangat mendukung
program BERSINAR ini, maka program
BERSINAR ini akan segera kita ikat
dengan peraturan daerah serta peraturan
walikota agar program BERSINAR ini
mengikat secara hukum sehingga
tentunya dengan ini akan bisa kita
terapkan ke seluruh kelurahan yang ada
di kota Payakumbuh,” ungkap Budi.
  lili yuniatilili yuniatilili yuniatilili yuniatilili yuniati

FGD - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat focus group discussion (FGD) di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (8/6/2021)

S. Budi Syukur

Rustian, salah catu salon yang
diapungkan
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Berikan Perhatian
Kepada Penyandang
Disabilitas
Seperti diketahui penyandang disabilitas

merupakan ”minoritas terbesar di dunia” umumnya memiliki
tingkat kesehatan yang kurang baik, prestasi pendidikan
yang lebih rendah, kesempatan ekonomi yang lebih sedikit,
dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan
orang non-disabilitas. Hal ini, sebagian besar disebabkan
oleh kurangnya layanan yang tersedia bagi mereka (seperti
teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi) dan
banyak kendala yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari
hari.

LPEM-FEB Universitas Indonesia memberi estimasi jumlah
penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 12,5 persen.
Yang masuk kategori sedang sebanyak 10,29 persen dan
kategori berat sebanyak 1,87 persen. Sementara itu, prevelansi
disabilitas provinsi di Indonesia antara 6,41 persen sampai
18,75 persen.

Dari angka 12,15 persen penyandang disabilitas 45,74
persen tingkat pendidikan penyandang disabilitas tidak pernah
atau tidak lulus SD, jauh dibandingkan non-penyandang
disabilitas yang sebanyak 87,31 persen berpendidikan SD
ke atas. Ternyata jumlah penyandang disabilitas lebih banyak
perempuan yaitu 53,37 persen. Sedangkan sisanya 46,63
persen adalah laki laki.

Komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia inklusi
dan ramah disabilitas, tidak diragukan lagi. Komitmen ini,
terlihat dari kesungguhan mendorong penyandang disabilitas
untuk lebih berperan dan berpartisipasi aktif dalam
pembangunan. Berbagai langkah dilakukannya, baik dari
sisi perundang-undangan maupun program afirmatif yang
responsif, disabilitas telah dilakukan dan dirasakan manfaatnya
oleh para penyandang disabilitas. Komitmen, kesungguhan
dan keberpihakan negara menumbuhkan harapan, bahwa
kehidupan penyandang disabilitas akan jauh lebih baik
di masa yang akan datang.

Keberpihakan terhadap penyandang disabilitas, terbukti
dari berbagai kebijakan afirmatif yang sudah dijalankan,
seperti: Program Asistensi Penyandang Disabilitas Berat yang
telah diberikan kepada 71.448 orang. Program Keluarga
Harapan (Penyandang Disabilitas) 73.932 orang dan
pemberian Alat Bantu Penyandang Disabilitas kepada 3.164
orang.

Selain itu, negara hadir untuk melindungi, menghormati
dan memajukan hak hak penyandang disabilitas. Kehadiran
negara bagi penyandang disabilitas, tidak hanya terbatas
pada pengaturan perundang undangan. Namun demikian,
negara juga hadir untuk menjamin partisipasi penyandang
disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti: pendidikan,
kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya
serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Semua kebijakan, program dan langkah-langkah
keberpihakan pemerintah terhadap menyandang disabilitas
harus dilanjutkan. Mengingat, hal ini penting bagi masyarakat
Indonesia dan penting bagi masyarakat kebutuhan khusus
Indonesia atau disabilitas untuk memberikan dukungan kepada
Pemerintah.

Untuk lebih memasyarakatkan lagi, mesti semuya kita
mendorong daerah untuk membangun infrastruktur dan fasilitas
umum yang ramah disabilitas. Tapi untuk itu pemerintah
sebaiknya memberikan insentif bagi pengembang yang
membangun gedung ramah lingkungan untuk kaum difabel.
Hal ini untuk mendorong seluruh provinsi, kabupaten/kota
di Indonesia ramah terhadap penyandang disabilitas.

Kampanye Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas
dilakukan melalui berbagai saluran media. Tujuannya tentu
saja agar semua bisa berbagi pengalaman dan kisah inspiratif
memiliki keluarga dan sahabat penyandang disabilitas, jejak
pendapat seputar pemahaman tentang seberapa jauh
pemahaman netizen terhadap isu-isu stabilitas, serta mengajak
mereka terlibat aktif dalam kampanye sosial
melalui hashtag #indonesiaramahdisabilitas.

Maka pada kasus Romi di Solok Selatan, hendaklah
kita ambil hikmah bahwa kita di Sumatera Barat masih
belum sungguh-sungguh memberi perhatian kepada
penyandang disabilitas.

Jokowi keluarkan instruksi pembelajaran tatap mukaJokowi keluarkan instruksi pembelajaran tatap mukaJokowi keluarkan instruksi pembelajaran tatap mukaJokowi keluarkan instruksi pembelajaran tatap mukaJokowi keluarkan instruksi pembelajaran tatap muka
Lai indak dibarengi instruksi tatap-tatapan tuh !

Kelompok bersenjata di Papua kembali berulahKelompok bersenjata di Papua kembali berulahKelompok bersenjata di Papua kembali berulahKelompok bersenjata di Papua kembali berulahKelompok bersenjata di Papua kembali berulah
Gas pul se lai !

Prabowo larang kader Gerindra serang MegawatiPrabowo larang kader Gerindra serang MegawatiPrabowo larang kader Gerindra serang MegawatiPrabowo larang kader Gerindra serang MegawatiPrabowo larang kader Gerindra serang Megawati
Lah iyo tuh, padusi apo lah kadayo nyo !
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Paradigma Pendidikan
Tinggi Agama Islam
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Islam yang ternama, punya pengaruh besar,
dan mampu bersaing di tingkat internasional,
regional maupun nasional. Sebenarnya kita
bisa melakukannya asal ada kesungguhan.

Kesempatan untuk maju dan merebut
peluang menjadi perguruan tinggi ternama
bukanlah hak monopoli perguruan tinggi
negeri. Perguruan tinggi swasta juga memiliki
peluang dan kesempatan yang sama untuk
maju dan berkompetisi dengan perguruan
tinggi lainnya. Di era kompetisi seperti
sekarang ini berlaku adagium: “siapa yang
berkualitas dialah yang memimpin”.

Dana yang besar dan fasilitas yang
tersedia bukanlah jaminan segala-galanya
untuk menjadikan perguruan tinggi maju.
Banyak faktor lain yang menunjang
keberhasilan pendidikan tinggi, misalnya
manajemen/pengelolaan yang terstandar,
jaringan dan kerjasama strategis, atau
keterlibatan masyarakat dan dunia usaha
dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dalam konteks itulah kita masih menaruh
harapan terhadap perguruan tinggi Islam
swasta (PTAIS). Status swasta mestinya
dijadikan sebagai modal institusional
(institusional capital) untuk berkreasi dan
berinovasi secara leluasa, dengan
mendayagunakan semaksimal mungkin
resource yang dimiliki, tanpa ada campur
tangan pihak-pihak lain yang merugikan.

Bukannya bergantung pada uluran
bantuan orang lain. Modal institusional ini
penting dikembangkan untuk menjadi
jaminan mutu pengelolaan internal lembaga
(internal quality assurance).

Jika secara internal kelembagaan itu kuat,
maka daya tahan lembaga itu akan kuat
pula. Dan secara bertahap kekuatan internal
itu akan mendorong lembaga dan civitas
akademika memperbaiki diri, berkreasi, dan
melakukan upaya-upaya peningkatan mutu.

Dari sisi akses, sejatinya sejak awal
berdirinya, perguruan tinggi Islam adalah
satu-satunya saluran mobilitas sosial paling
penting bagi anak-anak Muslim dari
berbagai lapisan social baik dari kampung,
pedesaan yang jauh, pinggiran kota maupun
perkotaan.

Perguruan tinggi Islam dapat dikatakan
menjadi katalisator bagi tumbuhnya kelas
menengah Muslim. Mereka adalah alumni-
alumni PTAI yang sekarang tersebar di
berbagai bidang pekerjaan. Karena itu, UIN,
IAIN, STAIN dan PTAIS harus turut
mendorong gerak mobilitas anak-anak
Muslim itu secara lebih terencana dan
berkesinambungan dengan menyediakan
pendidikan yang bermutu untuk semua
kalangan masyarakat.

Itulah tanggung jawab moral yang selalu
melekat pada jati diri perguruan tinggi Islam.
Mandat utama perguruan tinggi Islam adalah
pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, dengan
tidak boleh melupakan keharusan memperbaiki
sisi moralitas. Nilai-nilai keislaman yang
diintegrasikan dengan aspek-aspek keilmuan
akan menjadi nilai tambah bagi para
lulusannya. Jika niat mulia itu terwujud, umat
Islam dan bangsa Indonesia boleh berbangga
memiliki perguruan tinggi Islam.

Serba SerbiSerba SerbiSerba SerbiSerba SerbiSerba Serbi
Perbedaan Tanda Waqaf

Mushaf Madinah tanpa tanda
waqaf sampai akhir ayat. Mushaf
Turki waqaf pada kata ibliis.
Mushaf Libya waqaf pada kata
fasajaduu. Mushaf Indonesia, waqaf
pada Ibliis, dan wastakbara. Dalam
contoh ini, perbedaan waqaf tidak
menyebabkan perbedaan arti
terhadap ayat.

Contoh yang berakibat pada
perubahan sedikit terhadap arti
ayat, antara lain terdapat pada QS.
Ali ‘Imran 7: huwal ladzii anzala
‘alaikal kitaaba minhu aayaatum
muhkamaatun hunna ummul
kitaabi wa ukharu mutasyabihaat.

Mushaf pada umumnya,
termasuk Mushaf Indonesia, waqaf
pada kata mutasyabihaat.
Sementara Mushaf Libya dan
Maroko, waqaf pada kata minhu,
dan kata mutasyaabihaat.

Jika waqaf pada kata

waqaf sejumlah 9.947, di tengah
ayat sebanyak 4.914, dan di akhir
ayat sebanyak  5.033.

Baik Mushaf Indonesia maupun
Mushaf Libya tetap membubuhkan
tanda waqaf pada akhir ayat.
Perbedaannya, Mushaf Indonesia
membubuhkan tanda waqaf pada
akhir ayat yang memiliki
hubungan dengan ayat berikutnya.
Sementara Mushaf Libya justru
membubuhkan tanda waqaf di akhir
ayat pada ayat yang tidak
memiliki hubungan dengan ayat
berikutnya. Sehinggga jumlah tanda
waqaf di akhir ayat berjumlah dua
kali lipat dibandingkan dengan
Mushaf Indonesia.

Contoh QS. Al-Baqarah 34: wa
idz qulnaa lil malaa’ikatis juduu
li aadama fasajaduu illaa ibliisa
abaa was takbara wa kaana minal
kaafiriin.

Di antara kita pasti pernah
mendapati beberapa Alquran
dengan tanda waqaf yang berbeda
satu sama lain. Atau pasti kita
pernah ditanya orang terkait tanda
waqaf yang berbeda antara Alquran
Madinah dan Alquran Indonesia.

Mushaf Madinah memiliki
tanda waqaf sejumlah 4.273.
Kesemuanya terdapat di tengah
ayat. Karena Mushaf Madinah
mengikuti pendapat bahwa
berhenti pada akhir ayat termasuk
waqaf hasan, meskipun pada akhir
ayat yang memiliki hubungan
yang erat dengan ayat berikutnya.

Mushaf Indonesia memiliki
total tanda waqaf sebanyak 7.221,
yang berada di tengah ayat
berjumlah 5.074, dan yang
terdapat akhir ayat berjumlah
2.147.

Mushaf Libya memiliki tanda

mutasyaabihaat, maka arti ayat:
Dialah yang menurunkan Kitab
(Alquran) kepadamu. Di antaranya
ada ayat-ayat yang muhkamat,
itulah pokok-pokok Kitab dan
yang lain mutasyabihat. Damir
pada kata minhu kembali kepada
kata al-Kitab.

Namun jika waqaf pada kata
minhu, maka damir kembali
kepada Allah, sehingga arti ayat
menjadi: Dialah yang menurunkan
Kitab (Alquran) kepadamu dari
sisi-Nya. (Di dalamnya) ada ayat-
ayat yang muhkamat, itulah
pokok-pokok Kitab dan yang lain
mutasyabihat.

Mana yang harus diikuti?
Kesemuanya boleh diikuti, karena
didasarkan pada referensi dari
kitab-kitab waqaf-ibtida’ dan kitab
tafsir yang kredibel. Dan
kesemuanya bisa dibenarkan.

bisa memberikan sumbangan berharga bagi
umat dan bangsa Indonesia melalui kajian,
studi, dan penelitian mendalam berkenaan
dengan keagamaan.

Kedua, perguruan tinggi Islam berada
pada basis-basis komunitas Muslim dengan
segala variannya. Pada saat yang sama
perguruan tinggi Islam berada pada
lingkungan sosiologis yang majemuk baik
suku, bahasa dan agama. Selain itu, perguruan
tinggi Islam juga sebagai asset pemerintah
daerah. Posisi ini sangat menguntungkan
karena dengan begitu perguruan tinggi Islam
akan menjadi “penyangga wilayah” yang
berfungsi sebagai penjaga moralitas, stabilitas,
dan harmoni sosial berlandaskan nilai-nilai
agama.

Nilai strategis perguruan tinggi Islam
tersebut satu sisi menguntungkan. Tapi di
sisi lain menjadi tantangan berat karena
disparitas (kesenjangan) antar perguruan
tinggi Islam sangat lebar.

Disparitas itu mencakup mutu, akses,
akuntabilitas, otonomi, daya saing, dan citra
kelembagaan yang belum baik. Dari sisi
kelembagaan, kita bisa berbangga karena
sudah memiliki enam Universitas Islam
Negeri (UIN), di samping 15 IAIN dan 32
STAIN (note: saat tulisan ini dibuat 5 STAIN
sedang berubah menjadi IAIN dan 2 IAIN
menjadi UIN), serta 580-an PTAIS.

Tapi apalah artinya berbangga dengan
jumlah (kuantitas) lembaga tetapi tidak ada
yang berkualitas? Akses masyarakat terhadap
perguruan tinggi Islam (secara nasional) masih
rendah. Otonomi pengelolaan perguruan
tinggi masih jauh dari memadai. Daya saing
lulusan PTAI juga masih jauh dibandingkan
dengan perguruan tinggi lainnya.

Citra PTAI di hadapan publik, apalagi
dalam pergaulan dengan perguruan tinggi
ternama di negara kita, juga masih jauh dari
harapan. Bagaimana kita akan bicara pada
level regional atau internasional, jika pada
lingkup nasional saja kita belum
dipertimbangkan? Oleh sebab itu, masih
banyak pekerjaan yang harus PTAI lakukan,
misalnya penataan kelembagaan internal dan
mendongkrak kualitas lulusan.

Menjadikan perguruan tinggi Islam yang
berkualitas tinggi memang bukan pekerjaan
gampang dan instan. Butuh waktu lama,
istoqomah, tanggung jawab, kesabaran, dan
komitmen serta niat luhur untuk
merealisasikannya.

Hanya saja, sikap itu belumlah maksimal
jika tidak dibarengi dengan sikap-sikap
profesional seperti percaya diri, disiplin tinggi,
kerja keras, memiliki visi yang jelas, tangguh,
kemampuan bersaing secara sehat (fastabiqul
khairat), kreatif dan inovatif.

Pertama-tama sikap demikian itu haruslah
dimiliki oleh pimpinan perguruan tinggi
Islam. Jika pimpinan perguruan tinggi Islam
memiliki kapasitas dan kapabilitas serta
integritas tinggi semacam itu, kita bisa
berharap cita-cita menjadikan perguruan
tinggi Islam bermutu akan bisa terwujud.

Masyarakat muslim sebagai users PTAI
dan pemerintah sebagai stake holders sangat
mendambakan lahirnya perguruan tinggi

Paradigma dimaknai sebagai seperangkat
aturan dan regulasi, baik secara tertulis
maupun tidak tertulis yang meliputi dua
hal, yaitu: a) membangun atau menentukan
batas; dan b) menyatakan bagaimana
berperilaku di dalam batas-batas itu agar
supaya berhasil. Pengertian lain menyebutkan
paradigma adalah cara berpikir eklektik cara
bertindak responsif.

Kajian ulang terhadap paradigma
perguruan tinggi dimaksudkan untuk
menghasilkan pemikiran dan konsep baru
tentang pengembangan perguruan tinggi yang
dapat dijadikan pegangan, cara berpikir dan
cara betindak secara benar.

Paradigma pendidikan tinggi yang
dirumuskan meliputi pertama, peningkatan
kualitas; kedua, peningkatan produktivitas;
ketiga, peningkatan relevansi; dan keempat,
perluasan kesempatan memperoleh
pendidikan.

Titik tekan paradigma pendidikan tinggi
pada mutu patut dicermati karena aspek ini
semakin memperoleh penguatan pada
perluasan visi pendidikan tinggi 2010-2015.
Tiga aspek yang menjadi penekanan adalah:
pertama, mutu (quality) yang mengutamakan
kebutuhan mahasiswa untuk pengembangan
kapabilitas intelektual; kedua, akses
masyarakat (access & equity) dengan orientasi
memberikan kesempatan belajar tak berbatas
bagi semua warga negara; dan ketiga, otonomi
(autonomy) dimana perguruan tinggi perlu
menyiapkan proses pendidikan yang
berkualitas dan efisien untuk mendorong
inovasi dan keunggulan.

Bagaimana PTAI Menyikapi?
Saat ini Perguruan Tinggi Agama Islam

(PTAI) di lingkungan Kementerian Agama
telah mencapai 618 lembaga. Dari jumlah
tersebut, 53 berupa PTAI negeri (STAIN, IAIN
dan UIN) dan sisanya berstatus swasta. Jumlah
itu masih akan bertambah karena beberapa
elemen masyarakat Muslim tetap ingin
mendirikan perguruan tinggi Islam baru.
Jumlah PTAI yang besar ini pastilah
menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang
bisa diprediksi misalnya kepelikan dalam
pengawasan, pengendalian, dan pembinaan/
pemberdayaan secara maksimal, efektif, dan
berkesinambungan. Kesulitan itu ditambah
lagi dengan sebaran PTAI yang secara
geografis dan demografis berada pada hampir
semua wilayah Indonesia, dengan tingkat
keragaman yang tinggi dan jangkauan
wilayah yang berdiaspora.

Ditilik dari kedudukan, eksistensi, dan
peran perguruan tinggi Islam dalam konteks
masyarakat plural seperti Indonesia sangat
strategis. Pertama, Islam sebagai agama yang
sarat dengan nilai-nilai keluhuran dan
paripurna, dapat menjadi rujukan penting
dan benteng moral paling terpercaya dalam
mempertahankan sendi-sendi keberagaman
masyarakat Indonesia. Namun, semua itu bisa
terwujud jika umat Islam sungguh-sungguh
mengamalkan nilai-nilai itu dalam tatanan
beragama, berbangsa dan bermasyarakat.

Posisi perguruan tinggi Islam, sebagai
lembaga akademik dan institusi keagamaan,
berada pada posisi menentukan dimana Islam



4

PADANG PARIAMAN 5 TAHUN KEDEPAN

Arah PArah PArah PArah PArah Pembangunan Mengacuembangunan Mengacuembangunan Mengacuembangunan Mengacuembangunan Mengacu
pada Ppada Ppada Ppada Ppada Peningkeningkeningkeningkeningkatan SDMatan SDMatan SDMatan SDMatan SDM
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Parit Malintang, Khaza-Parit Malintang, Khaza-Parit Malintang, Khaza-Parit Malintang, Khaza-Parit Malintang, Khaza-
nahnahnahnahnah—Dalam konteks rencana
pembangunan nasional, pada
2020, Indonesia akan mema-
suki tahun pertama pelaksa-
naan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020–2024, agenda
pembangunan lima tahunan
yang menjadi tahap akhir
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN)
2005–2025.

Pembangunan lima tahun
ke depan akan diarahkan pada
pembangunan berkualitas
dengan meningkatnya kese-
jahteraan rakyat dan sumber
daya manusia (SDM), me-
nurunnya tingkat kemiskinan
dan pengangguran, berkurang-
nya kesenjangan pendapatan
dan wilayah, serta terjaganya
keberlanjutan lingkungan dan
stabilitas ekonomi.

Diketahui target RPJMN
2020-2024 dipro-yeksi se-
realistis mungkin dengan
mempertim-bangkan tan-
tangan dan peluang yang ada.
Tingkat pertumbuhan eko-
nomi ditargetkan mencapai
6,0 persen per tahun, tingkat
kemiskinan menurun menjadi
6,5–7 persen, dengan TPT
4,0–4,6 persen dan Rasio
Gini mencapai 0,360–0,374,
IPM mencapai 75,54, dan
penurunan emisi gas rumah
kaca menuju target 29 persen
di 2030.

Target RPJMN 2020-2024
nasional ini juga diselaraskan
Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman saat menggelar
musyawarah pembangunan
(Musrenbang RPJM Tahun
2021-2026) yang dibuka
secara resmi oleh Pj Sekretaris
Daerah Padang Pariaman Ir.Ali
Amran M.P, Selasa (8/6) di

Hall IKK Kantor Bupati
Padang Pariaman.

Dalam arahannya Ali
Amran mengatakan, arah
pembangunan RPJMD 2021-
2026 mengacu pada pening-
katan sumberdaya manusia
(SDM), menudukung per-
ekonomian berbasis agribisnis
dan perdagangan menuju
Padang Pariaman Berjaya
untuk mewujudkan pem-
bangunan berkelanjutan

“Arah pembangunan kita
masih mengacu pada pemu-
lihan ekonomi, Dan tentunya
harus tetap sesuai dengan visi
misi bupati dan wakil bupati
dalam 5 tahun ke depan yaitu,
Padang Pariaman Berjaya,
untuk mewujudkan Padang
Pariaman yang unggul ber-
kualitas, religius, sejahtera dan
berbudaya” ujar Ali Amran.

Ali Amran menyebutkan,
visi, misi dan program ung-
gulan yang diusung akan
dapat diwujudkan lebih
cepat melalui rencana kerja
pemerintah daerah tahun
2021 yang saat ini
dilaksanakan dan tentunya
akan ada penyesuaian serta
rencana kerja pemerintah
daerah tahun 2022 yang
saat ini juga tengah
berproses penyusunannya

Dirinya juga mengucap-
kan terimakasih dan apresiasi
kepada semua pihak yang
terlibat dan menyumbangkan
pikirannya untuk terlibat
langsung dalam kegiatan
musrenbang.

Kegiatan itu dihadiri Ketua
DPRD Kabupaten Padang
Pariaman Arwinsyah, dan para
pimpinan OPD di lingkungan
pemerintahan kabupaten
padang pariaman.  syafrialsyafrialsyafrialsyafrialsyafrial
sugersugersugersugersuger 

Pendataan Kependudukan Kota Pariaman Mencapai
99,44 Persen

Tak Bermasker 15 Orang Terjaring Razia 

BPBD Gelar Bimtek
Jitu Pasna

Pariaman, Khazanah—Pariaman, Khazanah—Pariaman, Khazanah—Pariaman, Khazanah—Pariaman, Khazanah—Masyarakat Kota
Pariaman harus mempersiapkan diri untuk
menghadapi bencana, karena Kota Pariaman
berada di daerah rawan bencana. Apalagi sekarang
ini, daerah tersebut sedang dilanda bencana
kesehatan yaitu bencana virus corona, sehingga
membuat perobahan pada tatanan ekonomi
masyarakat, dan kegiatan sosial jadi terbatas,
serta berbagai kegiatan pemerintahan juga
menjadi dibatasi.

Hal itu dikatakan Walikota Pariaman Genius
Umar saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis
(Bimtek) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
(Jitu Pasna), bagi aparatur kecamatan dan
perangkat desa se-Kecamatan Pariaman Selatan
Kota Pariaman yang digelar oleh BPBD Kota
Pariaman, Selasa (8/6/2021), di Aula Pertemuan
Kantor Camat Pariaman Selatan.

Genius Umar menyebutkan, ada tiga kategori
bencana atau tahapan bencana, yaitu sebelum
bencana, pra bencana, dan sedang dalam bencana
atau pasca bencana. Untuk menghadapi bencana
tersebut kiranya perlu diaktifkan kembali
Kelompok Siaga Bencana yang telah terbentuk
sebelumnya di setiap desa yang ada di Kota
Pariaman ini, dengan jumlah 25 orang di setiap
kelompok per desanya.

“Kita latih lagi mereka dan ini menjadi tugas
dari BPBD untuk melakukannya. Latih mereka
bagaimana caranya jika menghadapi bencana
yang datang, apa yang harus mereka lakukan,
seperti apa pola komunikasi yang harus mereka
kerjakan, dan lain sebagainya sehingga mereka
benar-benar siap dengan tugas mereka ketika
terjadi bencana tersebut”, kata Genius Umar.

Dikatakan, kelompok-kelompok siaga
bencana yang telah dilatih itu, mereka akan
ditempatkan di posko-posko Covid-19 yang
telah ada di setiap desa, sehingga BPBD bisa
turun langsung ke semua desa untuk melakukan
pembinaan kepada kelompok siaga bencana
yang ditempatkan di posko Covid tersebut.

Ia berharap, semua peserta yang mengikuti
Bimtek itu bisa mengikutinya dengan cara
seksama, karena ilmu ini sangat bermanfaat
untuk diri sendiri dan masyarakat, dan untuk
keluarga.   syafrial sugersyafrial sugersyafrial sugersyafrial sugersyafrial suger

Solsel Punya Dirian
Berumur 90 Tahun

Padang Padang Padang Padang Padang Aro, KhazanahAro, KhazanahAro, KhazanahAro, KhazanahAro, Khazanah—Ternyata Kabupaten
Solok Selatan memiliki puluhan varian durian
yang ditanam oleh masyarakat, bahkan telah
berumur berkisar 80 hingga 90 tahun. Durian
itu bisa ditemukan di daerah Tanjung Durian,
Abai, Buluh Kasok, Koto Rambah, Bariang,
Sungai Durian, Durian Capang Tigo dan
kenagarian lainnya.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Solok
Selatan (Solsel) Khairunas saat pembukaan
Festival Durian di Solok Selatan, Senin (7/6).

Khairunas menyebut durian sudah menjadi
salah satu buah lokal unggulan Solok Selatan
sejak dahulu kala yang memiliki citarasa berbeda
dibandingkan durian lokal daerah lainnya.

“Sebagai bentuk penghargaan hasil panen
para petani durian, rasa syukur kepada Allah
SWT dan rasa hormat kepada orang tua serta
leluhur yang telah menanam durian hingga dapat
dinikmati hari ini, maka digelar sebuah festival,”
kata Khairunas.

Ia mengatakan, estival tersebut bertujuan
memperkenalkan kepada masyarakat akan
kekayaan potensi durian lokal agar tetap dapat
diwariskan hingga peralihan waktu nantinya.
  faisal budimanfaisal budimanfaisal budimanfaisal budimanfaisal budiman

MUSRENBANG – Pemkab Padang Pariaman menggelar musyawarah pembangunan
(Musrenbang RPJM Tahun 2021-2026) yang dibuka secara resmi oleh Pj Sekretaris
Daerah Padang Pariaman Ir.Ali Amran M.P, Selasa (8/6) di Hall IKK Kantor Bupati
Padang Pariaman. (Foto : Syafrial Suger)

Pembangunan Keluarga
Kependudukan dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana) adalah
program yang berfokus dan
menjadikan keluarga sebagai sandaran
pembangunan, dimana program ini
mengarahkan bagaimana keluarga
mempunyai rencana berkeluarga,
mempunyai anak, mempunyai
pendidikan sehingga terbentuk
keluarga-keluarga yang berkualitas. 

“Pendataan keluarga ini agar
mendapatkan indeks pembangunan
keluarga dan juga termasuk angka
stunting di daerah kita,” kata Genius
Umar.

Ia menjelaskan bahwa Pendataan
Kependudukan Kota Pariaman tahun
2021, telah mencapai 99,44 persen,
yang berarti hanya tinggal 0,56 persen
yang belum, tuturnya.

“Kepada DP3AKB dan Dinas
Kesehatan, agar selalu
mensosialisasikan stunting, termasuk
juga ke radio radio. Untuk angka

stunting kota Pariaman sendiri, saat
ini diangka 9 persen, dan kami
menginginkan agar dapat terus kita
tekan hingga mencapai 5 persen,”
jelasnya.

Selain itu, Kota Pariaman telah
mengadakan kursus pra-nikah, dan
juga bekerjasama dengan Kantor
Kementerian Agama Kota Pariaman,
telah menerbitkan 11 dokumen, yang
menjadi salah satu inovasi pemerintah
setempat.

“Pendataan ini dilakukan oleh
tim pendata yang telah dilatih oleh
pusat, dengan sistem pendataan by
name by adress, dan kita juga
mempunyai serta mengoptimalan
forum genre, untuk mensosialisasikan
kepada teman-teman sebayanya, dan
saya juga mengharapkan agar data
ini dapat dilengkapi dengan data
lainya yang disesuaikan dengan dunia
saat ini, dengan memaksimalkan peran
IT dan aplikasi yang ada,” tutupnya.
  syafrial sugersyafrial sugersyafrial sugersyafrial sugersyafrial suger

Pariaman, KhazanahPariaman, KhazanahPariaman, KhazanahPariaman, KhazanahPariaman, Khazanah—Walikota
Pariaman, Genius Umar menerima
kunjungan dari Kepala Perwakilan
Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN)
Provinsi Sumatera Barat, Fatmawati,

dalam rangka Pendataan Keluarga (PK)
2021, yang sedang dilakukan serentak
di seluruh Indonesia, bertempat di
ruang kerja walikota, Selasa (8/6/2021).

Pendataan Keluarga (PK) tahun
2021 dilakukan dalam rangka

TERIMA KUNJUNGAN - Genius Umar terima kunjungan BKKBN
Provinsi Sumbar. (Foto Syafrial Suger)

Padang Panjang,Padang Panjang,Padang Panjang,Padang Panjang,Padang Panjang,
K h a z a n a hK h a z a n a hK h a z a n a hK h a z a n a hK h a z a n a h — O p e r a s i
gabungan gencar dilakukan
aparat keamanan di wilayah
Kota Padang Panjang dalam
rangka pencegahan
penyebaran Covid-19.

Salah satunya dilakukan
jajaran Polres Kota Padang
Panjang yang melaksanakana
Operasi Yustisi di kawasan
jantung Kota Padang Panjang.
Polres Padang Panjang lakukan
operasi Yustisi dalam rangka
memutus rantai Covid-19
yang semakin hari terus
bertambah.

Seperti diketahui, Operasi
Yustisi merupakan operasi
yang digelar untuk menekan
penyebaran Covid-19
dengan menyasar masyarakat
yang tidak menggunakan
masker

Dalam operasi yang
dilakukan pada Senin (7/6)
sebanyak 15 pelanggar
terjaring razia Operasi Yustisi
dalam rangka penerapan
Protokol Kesehatan Aman
Covid-19 dan penegakan
Perda No. 06/SB/2020 yang
digelar Polres Padang
Panjang.

“Mereka terdiri dari 14
pengendara roda dua dan
satu pengendara roda

empat,” sebut Kapolres
diwakili Kapolsek Padang
Panjang, AKP Pamuji, Selasa
(8/6).

Dikatakan Pamuji,
kegiatan difokuskan di
depan Mapolsek Padang
Panjang dan simpang
Kampung Dobi.
“Alhamdulillah, di lokasi ini
sudah banyak masyarakat
yang mematuhi Perda AKB
dengan memakai masker,”
ujarnya.

Namun demikian, kepada
para pelanggar yang
terjaring, katanya lagi,
pihaknya tetap memberi
sanksi. “Di antaranya teguran
lisan dan diwajibkan untuk
membeli masker dan selalu
memakai masker saat ke luar
rumah. Serta para pelanggar
ini datanya juga diinput ke
dalam aplikasi Si Pelanggar
Perda (Sipelda),” ungkapnya.

“Kami informasikan
kepada masyarakat mengenai
diberlakukannya Perda
Provinsi Sumbar No 06/2020
tentang AKB dalam
Pencegahan dan
Pengendalian Covid-19.
Kami imbau agar masyarakat
tetap mematuhi perda
tersebut,” tukasnya. 
p a u l h e n d r ip a u l h e n d r ip a u l h e n d r ip a u l h e n d r ip a u l h e n d r i

TAK PAKAI MASKER – Seorang pengendara roda dua kedapatan tidak
menggunakan masker saat Polres Kota Padang Panjang yang melaksanakana Operasi
Yustisi. (Foto : Paulhendri)



RABU, 9 JUNI 2021 RABU, 28 SYAWAL 1442 H

5

Padang, Khazanah—   Pemerintah dihadapkan dengan
permasalahan yang pelik dalam kehidupan masyarakat, yakni
mengutamakan kesehatan masyarakat, namun juga harus
memikirkan perekonomian yang terus berjalan. Untuk pihak
perhotelan melalui IHGMA diminta lebih giat lagi
memperomosikan pariwisata agar perekonomian masyarakat
terus bergerak.

97 Persen Waga Kota Solok Sudah tergabung JKN
diproses dan diverifikasi oleh Dinas
Kesehatan Kota Solok.

“Untuk itu, kami meminta dukungan
dari RT dan RW sebagai garda terdepan
penghubung Pemkot dan masyarakat,
untuk memberitahukan dan memberikan
pemahaman kepada masyarakat,”
ucapnya.

Ia juga meminta kepada Dinas
Kesehatan Kota Solok agar menyiapkan
diri jika nanti masyarakat membutuhkan
petunjuk untuk mengurus JKN, supaya
dapat terlayani dengan prima      Ant/Ant/Ant/Ant/Ant/
Novrizal SadewaNovrizal SadewaNovrizal SadewaNovrizal SadewaNovrizal Sadewa

INDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER ASSOCIATION SUMBAR DILANTIK

Limapuluh Kota Sudah Vaksin 50 Persen Guru

“Vaksinasi untuk guru ini
sudah kita mulai dari setelah
lebaran ada yang setiap nagari,
ada yang di puskesmas. Namun
sebelumnya memang ada
kekecewaan karena capaiannya
masih kurang dari target,” ujarnya.

Ia mengatakan dengan
dilaksanakannya vaksinasi saat

Sarilamak, Khazanah—Sarilamak, Khazanah—Sarilamak, Khazanah—Sarilamak, Khazanah—Sarilamak, Khazanah—
Sebagai upaya memutus mata
rantai penyebaran Covid-19 dan
persiapan masuknya tahun ajaran
baru, sudah lebih dari 50 persen
guru di lingkup Dinas Pendidikan
Kabupaten Limapuluh Kota,
sudah di vaksin.

“Hingga saat ini secara
keseluruhan sudah lebih dari 50
persen guru yang telah di vaksin,
angka ini terus bergerak,” kata
Kepala Dinas Pendidikan
Limapuluh Kota, Indrawati di
Sarilamak, Selasa (8/6).

Hal tersebut disampaikannya
saat pelaksanaan vaksinasi untuk
guru se-Kecamatan Guguak di
Puskesmas Pembantu Kuranji
Kenagarian Guguak VIII Koto.

Ia mengatakan saat ini antusias
guru untuk divaksin jauh
meningkat dari beberapa waktu
sebelumnya karena sudah banyak
guru yang ingin sekolah kembali
dilaksanakan secara tatap muka.

“Melihat antusias dari guru

ini kami yakin pelaksanaan
vaksinasi di kalangan guru dan
tenaga kependidikan bisa
meningkat,” ujarnya didampingi
Kabid SD dan SMP Arizal.

Sesuai dengan SKB 4 Menteri
bahwa untuk pelaksanaan
pembelajaran tatap muka setiap
guru harus divaksin, sehingga
pelaksanaan pembelajaran tatap
muka dapat berjalan dengan aman
dan sehat.

“Kami optimis hingga
pelaksanaan tahun ajaran baru
pada 16 Juli 2021 guru-guru
yang telah di vaksin mencapai
90 persen dan sisanya mungkin
yang tidak dapat di vaksin karena
alasan tertentu,” kata dia.

Di kesempatan yang sama,
Kepala Puskesmas Danguang-
Danguang, Dr. Silvia Rosja
mengatakan pihaknya sangat
mengapresiasi atas inisiasi dari
Kepala Dinas Pendidikan dalam
memotivasi guru-guru untuk mau
divaksin.

Kaba NagariKaba NagariKaba NagariKaba NagariKaba Nagari
NAGARI GALUGUA

Sebentar Lagi Akan Nikmati Jalan yang Layak
Oktoberia mengatakan, kondisi
jalan yang sangat memprihatinkan
menuju nagari Galugua ini bukan
PR Bupati dan provinsi saja, tetapi
ini kerja kita bersama.

“Kita akan dorong dan kita
kerjakan ini bersama untuk
kepentingan masyarakat,” jelasnya

Pada kesempatan itu, Rezka
bertekat untuk membuat suatu
perubahan terhadap infrastruktur
yang ada di nagari Galugua,
karena terkait dengan kepentingan
masyarakat dan hajat hidup orang
banyak.

“Saya bersama pak Bupati,
siap untuk bersama sama untuk
mendorong pembangunan ini,
nanti kita juga akan bekerjasama
dengan pihak provinsi. Selain itu
kita juga berharap pada
pemerintah pusat mengatansikan
ini, karena saya sebagai penyalur
aspirasi masyarakat yang ada di
Kabupaten Limapuluh Kota,
Khususnya di Nagari Galugua. Ini
PR kita bersama, mohon doa dan
dukungannya. Kita kawal
bersama,” tukuk Rezka   Lili Lili Lili Lili Lili
Yun ia t i .Yun ia t i .Yun ia t i .Yun ia t i .Yun ia t i .

Limapuluh Kota itu
Sementara yang menjadi

kewenangan provinsi, yaitu ruas
jalan dari Sialang sampai Tanjuang
Jajaran lebih kurang sepanjang
27 kilo meter juga telah
dianggarkan oleh pemerintah
provinsi sebesar 2,5 Milyar

Bupati Liampuluh Kota,  yang
akrab disapa Datuak Safar
berkomitmen akan
memprogramkan akses jalan
menuju Nagari Galulua secara
berkesinambungan dan terus
menerus serta mendesak
pemerintah provinsi dan pusat
untuk ikut berpartisipasi dalam
membangun daerah di Kabupaten
Limapuluh Kota.

“Ini sesuai dengan visi misi
kita serta sejalan dengan visi
pemerintah pusat bahwa
membangun indonesia dari
pinggir. Ini adalah bagian pinggir
dari Kabupaten dan bagian pinggir
dari Indonesia yang harus kita
perjuangkan secara bersama sama,”
tukuknya.

Sementara itu, Anggota DPR-
RI fraksi partai Demokrat, Rezka

Limapuluh Kota, Khazanah—Limapuluh Kota, Khazanah—Limapuluh Kota, Khazanah—Limapuluh Kota, Khazanah—Limapuluh Kota, Khazanah—
Setelah sekian lama jerit dan
tangis warga Nagari Galugua
untuk dapat menikmati jalan yang
layak, tampaknya dibawah
kepemimpinan Bupati Datuak
Safar dan Wakilnya, semua itu

akan segera terjawab
Pasalnya, untuk tahun 2021

ini, pemerintah Kabupaten
Limapuluh Kota telah
menganggarkan 1,5 Milyar untuk
ruas jalan yang menjadi
kewenangan Kabupaten

kepesertaan Kota Solok dalam BPJS
Kesehatan cukup tinggi di Provinsi
Sumatera Barat.

“Pemko Solok akan mencarikan
solusi, supaya masyarakat yang belum
tercover JKN yang ditanggung
pemerintah, secara bertahap akan kembali
direview dan bisa mendapatkan layanan
JKN,” katanya.

Selain itu, kata Dhani bagi masyarakat
yang sudah terlanjur menjadi peserta
mandiri dan menunggak premi, Pemko
Solok akan membantu menangguhkan
dengan mekanisme yang ada akan

dioptimalkan penggunaan Kartu
Indonesia Sehat (KIS) untuk
meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat Kota Solok yang lebih baik.

Ia juga berterima kasih kepada BPJS
Kesehatan Solok dan Dinas Kesehatan
Kota Solok karena telah memberikan
program terbaik untuk melayani masyarakat
Kota Solok dalam bidang kesehatan.

“Terima kasih juga kepada RT dan
RW yang merupakan garda terdepan
penghubung pemerintah Kota Solok
dengan masyarakat,” ujar dia.

Dhani mengatakan saat ini capaian

Solok, Khazanah—Solok, Khazanah—Solok, Khazanah—Solok, Khazanah—Solok, Khazanah— Dinas Kesehatan
(Dinkes) Kota Solok, menyebutkan 96,7
persen masyarakat di kota itu sudah
terdaftar dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang telah
digagas Presiden RI.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota
Solok, Ardinal saat kegiatan sosialisasi
program JKN yang diselenggarakan
Dinkes Solok bersama BPJS Kesehatan
cabang Solok di Solok, Selasa,
mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut
berlangsung selama tiga hari dengan
peserta dibagi sebanyak 30 orang per

hari.
Selain itu, ia mengatakan Dinas

Kesehatan Kota Solok telah melakukan
verifikasi dan validasi penerima bantuan
dari Jamkes Sakato.

Ardinal mengatakan permasalahan
saat ini ialah adanya kepesertaan ganda,
peserta yang telah pindah domisili dan
peserta yang telah meninggal dunia
namun tetap masuk dalam kepesertaan
JKN yang ditanggung Pemkot Solok.

Di samping itu, Wakil Wali Kota
(Wawako) Solok, Ramadhani Kirana Putra
mengatakan melalui program JKN akan

se-Sumbar dalam menggerakkan
ekonomi dalam sektor pariwisata,”
jelasnya.

Pada kesempatan yang sama,
Ketua Umum atau Presiden DPP
IHGMA I Gede Arya Pering
Arimbawa, memberi apresiasi
pelantikan pengurus baru IHGMA
Sumbar yang telah melakukan
kegiatan sesuai dengan protokol
kesehatan.

Gege mengatakan, sinergitas
antara pihak-pihak terkait
kepariwisataan sangat penting
untuk ditingkatkan. Hal ini
berguna untuk  mewujudkan
semua program pariwisata  daerah
ke arah yang lebih baik.

Menurut Gede, salah satu
tugas utama dari IHGMA adalah
ikut andil dalam mendukung
kemajuan pariwisata di daerah,
dengan ikut membina peningkatan
kualitas SDM pariwisata yang ada
di daerah tersebut.

“Tugas kita adalah mendukung
bagaimana pariwisata Sumbar
dapat bangkit pada pandemi
Covid-19,” katanya.

Selanjutnya, Ketua DPD
IHGMA Sumbar Soedjoko dalam
sambutannya mengucapkan
terimakasih kepada kepada
pengurus lama periode 2018-2021
yang telah membawa nama baik
IHGMA Sumbar selama ini. Selain
itu ia juga menyampaikan terima
kasih kepada semua pihak yang
membantu terselenggaranya
kegiatan ini.

LAYAK- Setelah sekian lama jerit dan tangis warga Nagari
Galugua untuk dapat menikmati jalan yang layak, tampaknya
dibawah kepemimpinan Bupati Datuak  Safar dan Wakilnya,
semua itu akan segera terjawab (foto: Ist/net).

Idul Adha Tak Difasilitasi
Payakumbuh, Khazanah—Payakumbuh, Khazanah—Payakumbuh, Khazanah—Payakumbuh, Khazanah—Payakumbuh, Khazanah—  Sama seperti Idul Fitri,
Pemerintah Kota Payakumbuh tidak memfasilitasi Shalat
Idul Adha 1442 hijriah di halaman balai kota 20 Juli
mendatang. Mengingat kondisi penyebaran Covid-19 yang
masih cukup tinggi di Sumatera Barat.

“Iya, kita tidak memfasilitasi Shalat Idul Adha di balai
kota, meski nanti update zona Covid-19 kita kuning,” kata
Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Masyarakat (Kesra)
Ul Fakhri kepada media saat diwawancara, Selasa (8/6).

Diinformasikan juga oleh Ul Fakhri, terkait pelaksanaan
shalat ied oleh masyarakat apakah boleh di lapangan atau
masjid, pihak Pemko masih menunggu keputusan dan
ketentuan terbaru, merujuk kepada peraturan yang dibuat
menteri agama dan gubernur.

“Kita masih menunggu aturan tersebut, setelah itu akan
kita tindak lanjuti dalam bentuk surat edaran dari Satgas
Covid-19 atau wali kota,” terangnya.

Yang jelas, Ul Fachri menyampaikan kalau saat ini upaya
mencegah penyebaran Covid-19 terus gencar dilaksanakan,
pemerintah menghimbau masyarakat untuk terus menggiatkan
protokol kesehatan untuk mendukung tercapainya Payakumbuh
menuju zona hijau secepatnya.

“Kita tentu berharap cepat ke zona hijau, sehingga kita
bisa berkegiatan dengan nyaman tanpa dihantui rasa takut
terpapar Covid-19, kami tak bosan menghimbau masyarakat
untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga
jarak, dan rajin mencuci tangan,” pungkasnya  Lili Yuniati. Lili Yuniati. Lili Yuniati. Lili Yuniati. Lili Yuniati.

25 Sekolah Dasar
Digabung

BatusangkarBatusangkarBatusangkarBatusangkarBatusangkar, Khazanah— , Khazanah— , Khazanah— , Khazanah— , Khazanah— Pemkab Tanah Datar
mempertimbangkan melakukan regrouping, atau penggabungan
bagi sekolah dasar sebanyak 25 unit. Hal ini akibat muridnya
kian mengecil, dan tak mencapai 60 anak selama kurun
tiga tahun.

Kebijakan diapungkan Wabup Richi Aprian didampingi
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Riswandi, saat mengunjungi
SDN 17 Batipuh Baruah, Selasa (8/6).

Riswandi mengatakan pada 2020 lalu pihaknya telah
melakukan pendataan terhadap SD di Tanah Datar jumlahnya
306 sekolah.

“Berdasarkan hasil pendataan tersebut tercatat sebanyak
25 sekolah muridnya kurang dari 60 orang,” ucap Kadis
dihadapan wali murid dan masyarakat Batipuh Baruah.

SD itu menyebar tujuh kecamatan, yakni Batipuh ada
7 sekolah, Batipuh Selatan 1 sekolah, Lintau Buo Utara
3 sekolah, Pariangan 7 sekolah, Rambatan 4 sekolah dan
Sungai Tarab 3 sekolah dan 7 di Batipuh.

Dijelaskan Riswandi, berdasarkan Permendikbud Nomor
06 tahun 2021 tentang juknis BOS menyatakan bahwa siswa
yang berada di sebuah sekolah baik SD, SMP maupun SMA
yang menerima dana BOS dan jumlah muridnya tidak cukup
60 siswa lalu itu berlangsung selama tiga tahun berturut-
turut, maka otomatis pemerintah pusat akan menyetop dana
BOS.

Sementara itu, Wabup Richi Aprian mangatakan, kebijakan
ini tidak serta merta dan membabi buta tetapi ada prosesnya,
dan sudah melalui sosialisasi pada kepala sekolah dan
pengawas.

Selain itu, apabila sekolah harus regrouping diatur jaraknya
tidak boleh lebih dari 3 km, karena dikhawatirkan akan
menimbulkan resiko dan masalah baru  Novrizal Sadewa. Novrizal Sadewa. Novrizal Sadewa. Novrizal Sadewa. Novrizal Sadewa.

Masa Jabatan 2021-2024
untuk kepengurusan baru
Indonesian Hotel General Manager
Association (IHGMA) Sumatera
Barat resmi dilantik oleh Ketua
Umum atau Presiden DPP IHGMA
I Gede Arya Pering Arimbawa di
ZHM Premiere Hotel and
Convention, Senin (7/6) lalu.

Ikut hadir dalam acara
pelantikkan tersebut, yakni
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar)
Mahyeldi Ansharullah yang pada
saat itu memberikan selamat
kepada Soedjoko yang terpilih
kembali menjadi ketua DPD
Indonesian Hotel General Manager
Association (IHGMA) Sumbar
periode 2021-2024.

Pemerintah dihadapkan
dengan permasalahan yang tidak
kalah pentingnya dalam
kehidupan masyarakat. pertama,
pemerintah harus mengutamakan
kesehatan masyarakat. kedua,
pemerintah juga harus memikirkan
perekonomian yang terus berjalan.

“Saat ini kami pemerintah
bertarung melawan Pandemi
Covid-19 dengan menjalankan

protokol kesehatan. Walaupun kita
dalam situasi pandemi, kita harus
fokus dan jangan sampai abai
tentang roda perekonomian. Salah
satu saja kita abaikan, maka
pemerintah berteriak dan
masyarakat pun berteriak,” terang
Mahyeldi.

Oleh sebab itu penanganan
terhadap dua krisis ini harus
dilakukan dengan seimbang.
Pemulihan kegiatan ekonomi tidak
bisa mengesampingkan kesehatan
masyarakat. Begitu pula upaya
menjaga kesehatan masyarakat
dapat dilakukan dengan
memulihkan secara bertahap
kegiatan ekonomi.

Mahyeldi juga berharap
kembalinya wisata unggulan di
berbagai daerah di Sumbar, dan
menjadikan obyek wisata
berstandar internasional. Melalui
IHGMA ia meminta bersama
pemerintah daerah bergerak
memajukan pariwisata.

“Jangan membuat kita patah
semangat. Para penggiat wisata
bersama pemerintah harus mencari
strategi baru agar pariwisata kita

Berharap Perhotelan Majukan Pariwisata

tetap bergerak dengan membawa
kearifan lokal di Sumbar di
tengah pandemi,” ajak Mahyeldi.

Saat ini, Pemprov Sumbar
mempersiapkan  Geopark Ranah
Minang. Sehingga dapat
menghadirkan sebuah pariwisata
yang menakjubkan bagi geopark,
maka perlu juga dibentuk Badan

Pengelola Geopark.
“Bila itu terwujud, maka

Geopark Ranah Minang
merupakan aset bagi
pengembangan pariwisata di
Provinsi Sumbar. Kita akan bentuk
Badan Pengelola yang
Independen dan Profesional di
bidang Geopark/kebumian,”

ujarnya.
Sementara itu, Kereta Api

Wisata akan di fungsikan kembali
dengan rute Padang - Kayutanam
- Padang Panjang ke payakumbuh,
hingga nanti sampai ke
Sawahlunto.

“Maka kita bersinergi dengan
pemerintah Kabupaten dan Kota

ini setidaknya akan membuat
target yang telah ditentukan bisa
hampir tercapai.

“Memang ada beberapa guru
yang tidak bisa divaksin setelah
dilakukan tes kesehatan saat proses
vaksinasi, ada karena sakit jantung
dan lainnya,” katanya   Ant/Ant/Ant/Ant/Ant/
Lili Yuniati.Lili Yuniati.Lili Yuniati.Lili Yuniati.Lili Yuniati.

PROMOSI- Pemerintah dihadapkan dengan permasalahan yang pelik dalam kehidupan masyarakat,
yakni mengutamakan kesehatan masyarakat, namun juga harus memikirkan perekonomian yang
terus berjalan. Untuk pihak perhotelan melalui IHGMA diminta lebih giat lagi memperomosikan
pariwisata agar perekonomian masyarakat terus bergerak (foto: Inoval Agesly).

PUTUS- Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-
19 dan persiapan masuknya tahun ajaran baru, sudah lebih dari
50 persen guru di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Limapuluh
Kota, sudah di vaksin (foto: Ist/net).
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Berafiliasi dengan AlfamartBerafiliasi dengan AlfamartBerafiliasi dengan AlfamartBerafiliasi dengan AlfamartBerafiliasi dengan Alfamart

demonstrasi ini ditunggangi
dan menyatakan bahwa ini
benar-benar aspirasi dari
pedagang di Sumbar.
Pihaknya juga mengaku
kecewa mengapa pemerintah
membiarkan masuk Alfamart
ke Sumbar.

“Kita ingin bertemu
dengan gubernur atau wakil
gubernur, kita kecewa kepada
wakil gubernur yang ikut
meresmikan Nagari Mart,”
katanya.

Jika tidak berhasil
menemui gubernur atau wakil
gubernur, para demonstran
berencana melanjutkan aksi
ke Kantor DPRD Sumbar.
Bahkan nantinya aksi akan
diulang kembali dalam waktu
dekat dengan massa yang
lebih banyak.
NAGARI MARNAGARI MARNAGARI MARNAGARI MARNAGARI MARTTTTT
BANTBANTBANTBANTBANTAH AH AH AH AH TUDINGANTUDINGANTUDINGANTUDINGANTUDINGAN

Direktur Utama PT Nagari
Minang Sakato Nasirman
Chan membantah tudingan
minimarket miliknya yaitu
Nagari Mart berafiliasi dengan
ritel Alfamart. Tudingan itu
tidak benar dan hanya
menduga-duga, serta bisa
menjadi fitnah.

“Nagari Mart itu dimiliki
oleh PT Nagari Minang
Sakato. 100 persen pemilik
sahamnya orang putra daerah
Pariaman. Saya dan empat
orang lainnya. Satu orang
lagi dari Bukittinggi,” ucap
Nasirman, Selasa (8/6/2021).

Narisman menjelaskan,
pihaknya telah memiliki
legalitas dan mengantongi
izin pendirian Nagari Mart.
Mulai dari akta notaris, akta
dari Kementerian Hukum dan
HAM, dan sebagainya. Prinsip
kerjanya adalah, PT Nagari
Minang Sakato melakukan
kemitraan dengan masyarakat.

“Artinya, PT Nagari
Minang Sakato tidak
semuanya mengelola dan
membeli ruko. Kita kelola
dengan manajemen dan
sistem,” terangnya.

katanya, asalkan harganya
cocok, tidak ada larangan dan
tidak merugikan. Sebagian
memang dibeli dari sana.
Sebagian lagi dibeli dari
vendor lain. Jadi, dari banyak
sumber. Ada juga yang dari
Jakarta.

“Ada juga yang dari
lokal, vendornya masih kita
administrasi dulu karena kita
kan baru, agar tidak ada
barang liar yang terbeli. Hal
ini sesuai dengan aturan yang
berlaku di Indonesia,”
katanya.

Selain itu, dia juga
membantah tudingan yang
menyebutkan keberadaan
Nagari Mart mengancam
stabilitas dan keberadaan
semua pedagang terutama
pedagang kecil dan UMKM.
Dirinya tidak tahu apa
dasarnya berbicara seperti itu.
  inoval ageslyinoval ageslyinoval ageslyinoval ageslyinoval agesly

Ia juga mengatakan,
bahwa masyarakat yang ingin
ikut terjun ke dunia usaha,
bisa bekerja sama dengan PT
Nagari Minang Sakato.
Pihaknya hanya menerima
bayaran 20 persen dari
manajemen untuk
pengelolaan sistem teknologi
di Nagari Mart. Keuntungan
sisanya akan diambil oleh
masyarakat yang ikut
berinvestasi di Nagari Mart.

N a r i s m a n
mengungkapkan, masyarakat
yang memiliki tanah,
dibangun (ruko). Masyarakat
yang memiliki ruko,
direnovasi sesuai model yang
ditetapkan. Sehingga
masyarakat yang punya ruko,
akan dimanajemeni oleh
pihaknya.

“Kalau masyarakat
misalnya punya ruko, tapi
tidak sanggup menyediakan

rak, meja, dan komputer,
maka masyarakat lainnya bisa
ikut berinvestasi di situ,”
ucap Nasirman.

Menurutnya, konsep
pendirian Nagari Mart adalah
pemberdayaaan masyarakat
atau sato sakaki. Bukan
hanya masyarakat, komponen
lainnya seperti lembaga
pendidikan, koperasi, badan
usaha milik nagari, dan
sebagainya juga bisa ikut
bergabung di Nagari Mart.

“Jadi, tidak ada paksaan.
Semua bisa berkolaborasi.
Kita berusaha ini tidak bisa
sendiri-sendiri. Kita butuh
orang lain untuk saling
bersinergi,” terangnya.

Dirinya heran dengan
tudingan yang menyebutkan
PT Nagari berafiliasi dengan
Alfamart. Nagari Mart
didirikan sesuai dengan
perkembangan dunia usaha

saat ini. Pihaknya pun
membantah tudingan
sebagian karyawan Nagari
Mart berasal dari Alfamart
Pekanbaru. Karena usaha ini
publik servicenya perlu.
Tentu tidak ada salahnya
ditrainingkan.

“Yang benar itu, pegawai
kita magangkan, kita
trainingkan di situ, belajar
dulu agar tahu bagaimana
cara melayani orang,
berkomunikasi,” jelasnya.

Sementara itu, terkait
tudingan yang menyebutkan
bahwa ada barang-barang di
Nagari Mart yang dipasok
dari Alfamart Pekanbaru,
Nasirwan mengatakan hal
tersebut tidak ada larangan.
Barang-barang yang dipasok
di Nagari Mart bukan hanya
dari sana, tapi juga dari
vendor lainnya.

Dalam memilih barang

Aliansi Pedagang Sumatra Barat (Sumbar)
menolak kehadiran Nagari Mart yang diduga
berafiliasi dengan Alfamart, karena dinilai akan
mengancam stabilitas dan keberadaan semua
pedagang terutama pedagang kecil dan UMKM.
Mereka mengibaratkan kondisi itu seperti
mengadu antara gajah dan semut sehingga tidak
adil.

Padang, Khazanah—-Padang, Khazanah—-Padang, Khazanah—-Padang, Khazanah—-Padang, Khazanah—-
Ungkapan keprihatinan
ditunjukan oleh puluhan
orang yang
mengatasnamakan diri
sebagai Aliansi Pedagang
Sumatra Barat (Sumbar)
dengan melakukan aksi
demonstrasi di depan Kantor
Gubernur Sumbar, Senin pagi
7 Juni 2021. Mereka
meminta agar Pemerintah
Pemprov Sumatera Barat
(Sumbar) menolak kehadiran
Nagari Mart yang
menurutnya berafiliasi
dengan perusahaan ritel besar
Alfamart.

Dalam aksinya Aliansi
Pedagang meminta agar
Gubernur Sumbar Mahyeldi
atau Wakil Gubernur Sumbar
Audy Joinaldy menemui
mereka. Ia meminta agar
pemerintah melindungi
pedagang kecil dan melarang
Alfamart. Sebab akan
membunuh ekonomi
masyarakat.

Ketua aksi Sepriadi
mengatakan, aksi ini
dilakukan sehubungan telah
masuknya Alfamart yang
menggunakan nama Nagari
Mart yang juga mengguna-
kan simbol adat dan budaya
Minangkabau Rumah
Gadang. Ada dua titik Nagari
Mart yang telah dibuka di
Kabupaten Padang Pariaman.

“Hal ini akan mengancam

stabilitas dan keberadaan
semua pedagang-pedagang
terutama pedagang kecil dan
UMKM, kami menolak
Nagari Mart yang berafiliasi
dengan Alfamart,” ucap
Sepriadi.

Menurut Sepriadi, sama
saja dengan berusaha
melakukan manipulasi di
Sumbar. Sehingga perlu
disampaikan agar terang
benderang bahwa terjadi
manipulasi secara terstruktur
dan sistematis.

“Bahkan aksi demo ini
diapresi oleh para pedagang
di daerah lain yang ada di
Indonesia. Oleh karena itu,
kita berhasil mencegah
kapitalis masuk ke Sumbar,”
terangnya.

Menurutnya juga,
Alfamart merupakan salah
satu raksasa kapitalis,
sehingga akan menghan-
curkan pedagang kecil di
Sumbar. Pihaknya tidak takut
berkompetisi, hanya saja
kondisi itu seperti mengadu
antara gajah dan semut
sehingga tidak adil.

“Sumbar harus bebas dari
kapitalis, kita berpikir
bagaimana menguntungkan
pengusaha kecil dan
tradisional, sehingga kami
diminta menolak kapitalis
menolak Alfamart, begitu
perjuangan kita,” tuturnya.

Ia juga menolak bahwa

UNJUK RASA – Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Pedagang Sumatra Barat (Sumbar) menolak kehadiran
Nagari Mart yang diduga berafiliasi dengan Alfamart. (ist)

MKI Bicarakan Sinergi
Bidang Kelistrikan
Padang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, Khazanah—Ke depan aktivitas kelistrikan
PLN UIW Sumbar akan terbantu dengan kehadiran
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI)
Sumbar dalam percepatan kelistrikan.

Pernyataan itu disampaikan General Manager
(GM) PLN UIW Sumbar Toni Wahyu Wibowo, usai
menerima kunjungan Pengurus Masyarakat
Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumbar ke PLN
Unit Induk Wilayah (UIW) Sumbar, Senin Sore (7/
6).

Para pengurus MKI yang berkunjung diantaranya,
Ketua MKI Sumbar Insannul Kamil, Sekjen MKI
Sumbar Asril Kalis, Pengurus Bidang Energi MKI
Sumbar Andi Syofian, Surfa Yondri, Hidayat, dan
Helmi Herianto.

Toni Wahyu menyambut antusias kunjungan
ini. Menurutnya, PLN dan MKI merupakan bagian
yang tak terpisahkan dalam kelistrikan. Aktivitas
kelistrikan PLN UIW Sumbar akan terbantu dengan
kehadiran MKI dalam percepatan kelistrikan.

Sementara Ketua MKI Sumbar Insannul Kamil
mengaku bangga dapat turut membangun kelistrikan
Sumbar dengan memberi kemudahan informasi dan
akses bagi investor.  Ia pun berharap sinergi MKI
- PLN akan terjalin baik.   fahlevifahlevifahlevifahlevifahlevi

Gubernur Sumbar Launching Beras Organik

LAUNCHING BERAS - Gubernur Sumatera Barat
Mahyeldi Ansharullah saat membuka acara launching
Beras Organik melalui Koperasi Padang, (7/06/2021)
di Aula Kantor Gubernur. (Foto : Inoval Agesly)

inovasi memegang peranan
sangat penting dalam setiap
program kegiatan maupun
terhadap produk semakin
baik yaitu dengan adanya
kemasan kedap udara untuk
produksi beras lebih terjamin
kesehatannya.

“Kandungan gizi lebih
terjamin dibandingkan dengan
beras non-organik. Beras
bebas dari bahan pengawet,
sehingga kemasannya benar-
benar diperhatikan,”
terangnya.

Hadirnya koperasi dalam
memasarkan beras organik,
dalam rangka peningkatan
pendapatan dan kesejah-
teraan, perlu dilakukan dan
pemasaran produk pertanian.

Ia juga menghimbau para
ASN yang ada di Sumbar,
dan seluruh masyarakat
Sumatera Barat untuk

mengkonsumsi beras
organik.

“Dengan menkonsumsi
beras organik, badan kita
menjadi sehat, pikiran kita
menjadi cerdas, bekerja
semangat dan petani
sejahtera,” harap Mahyeldi.

Koperasi diharapkan
dapat memanfaatkan peluang
usaha pemasaran beras
organik anggota, khususnya
koperasi pegawai negeri di
lingkungan OPD masing-
masing. Untuk menjamin
ketersediaan beras organik
pada koperasi.

“Kota harus bangkitkan
gairah koperasi sebagai soko
guru ekonomi kerakyatan
seperti yang digagasan oleh
Bung Hatta Bapak Koperasi
Indonesia. Seorang pejuang
pemerhatikan rakyat asli
Sumbar,” akhirnya.

Sementara itu, Kadis
Koperasi dan UKM Sumbar
Nasrizal siap membantu
pengembangan industri
kreatif untuk pengelolaan
koperasi yang sehat, dan
solid tentu saja akan
membuat anggota sejahtera.

“Kekuatan ekonomi
masyarakat kecil tergantung
dengan adanya Koperasi
yang bunganya ringan dan
bisa menerapkan kegotong
royongan selama pandemi
ini,” ungkap Nasrizal.

Diharapkan dengan
adanya komoditi yang
diproduksi koperasi, UKM,
maupun kelompok usaha
yang telah menembus e-
commerce tersebut, dapat
mendorong komoditi lainnya
untuk memperluas pemasaran
melalui koperasi.  inovalinovalinovalinovalinoval
a g e s l ya g e s l ya g e s l ya g e s l ya g e s l y

Padang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, Khazanah—Saat
ini banyak masyarakat yang
mulai beralih ke beras
organik.  Manfaat beras
organik banyak. Keunggulan
beras organik diperoleh
karena selama proses
berproduksi, tidak ada
pestisida dan pupuk kimia
yang digunakan. Udara yang
digunakan pun harus
terjamin kebersihannya, tidak
tercemar.

Hal ini disampaikan oleh
Gubernur Sumatera Barat
Mahyeldi Ansharullah saat
membuka acara Launching
Beras Organik Melalui
Koperasi Padang, (7/06/2021)
di Aula Kantor Gubernur.

Hampir semua orang di
Indonesia makan nasi rata-
rata tiga kali sehari-hari.
Data komsumsi perkapita
pertahun di Indonesia 94,9

kg/kapita/tahun dan di
Sumatera Barat 100,6 kg/
kapita/tahun melebihi
komsumsi nasional.

“Beras organik memiliki
tingkat keamanan pangan
yang sangat tinggi dan
memiliki kandungan gizi
yang sangat baik untuk
kesehatan dan daya tahan
tubuh manusia, makanya
kita dianjurkan untuk
komsumsi beras organik,
apalagi di saat pandemi
Covid-19,” jelas Mahyeldi.

Gubernur menjelaskan
keunggulan atau manfaat
organik bisa mencegah
tubuh dari penyerapan zat-
zat kimia berbahaya yang
dihasilkan oleh pestisida,
pupuk kimia, dan udara
yang tercemar.

Gubernur Mahyeldi
mengatakan hingga saat ini

Platform Video Pendek Mempertajam
Industri Musik Indonesia
Padang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, KhazanahPadang, Khazanah—
Meskipun kamu bukan
penggemar musik, tapi kamu
pasti pernah mendengar lagu
“Gangnam Style”, di jalan atau
di tempat lain. Kamu bahkan
mungkin tidak tahu siapa
penyanyinya atau tidak pernah
mendengarkan lagunya terus
menerus, tetapi kamu terbiasa
dengan melodinya dan bahkan
dapat menyanyikan beberapa
liriknya saat musik diputar.

Lagu tersebut baru saja
menjadi viral setelah dirilis
di YouTube, yang membuat
seorang bintang pop Korea
menjadi fenomena global. Ini
hanyalah salah satu dari
banyak contoh bahwa media
sosial membantu seseorang
atau karya seni untuk menjadi
terkenal di seluruh dunia
dengan cepat. Inilah yang
disebut keajaiban media sosial.

Dengan kemampuannya
untuk berinteraksi dengan
orang-orang di seluruh dunia,
media sosial menjadi tempat
di mana orang biasa dapat

dengan mudah menjadi
terkenal dan merupakan
platform di mana karya seni
dapat tersebar luas dalam
waktu singkat. Dalam
beberapa tahun terakhir,
platform media sosial yang
membuat konten video
pendek adalah yang paling
populer.

Tidak hanya brand yang
mempertimbangkan untuk
memilih platform video
pendek untuk berinteraksi
dengan pelanggan mereka,
tetapi juga artis. Mereka
memilih video pendek sebagai
metode untuk
mempromosikan karyanya,
terutama karya musik.

Di satu sisi, banyaknya
pengguna aktif platform video
pendek menarik bagi musisi
untuk mempromosikan karya
musik mereka agar dapat
berpotensi menjangkau lebih
banyak orang; Di sisi lain,
antusiasme pengguna dalam
pembuatan konten juga
menuntut beragam

Background Music (BGM)
untuk lebih banyak pilihan.
Dalam hal ini, bergabungnya
musisi dalam platform video
pendek adalah kolaborasi
yang saling menguntungkan
antara musisi dan platform
media sosial tersebut.

Tren ini dapat dilihat dari
fenomena semakin banyaknya
musisi yang bergabung dengan
Likee, platform video pendek
terkemuka dunia yang
berbasis di Singapura, baik
itu Diva Indonesia yang
terkenal seperti Rossa maupun
penyanyi pendatang baru di
industri musik seperti Riri
Moeya.

Likee mendukung para
artis dengan
menyelenggarakan video
hashtag challenge yang
menarik untuk mendorong
para Likers untuk
menggunakan lagu-lagu artis
tersebut dalam pembuatan
video pendek mereka. Saat
ini, beberapa hashtag
challenge menarik terkait

karya musisi terbaru yang
sedang berlangsung di aplikasi
Likee, seperti #IkiPiye, #Satru
dan Dharmane Ibu, tiga
challenge pembuatan video
pendek untuk mendukung
promosi karya musik Lyia,
Woro Widowati, dan Danang.

Ketiganya sedang
mempromosikan single
terbarunya yang kental
dengan nuansa Jawa dengan
menggunakan lirik Jawa,
namun dikemas dengan musik
yang dinamis sehingga cocok
sebagai background music
dalam pembuatan konten

video pendek. Saat ini, ketiga
challenge konten video
pendek tersebut telah
mencapai jutaan penayangan.

Untuk memiliki koneksi
yang lebih dekat dan interaksi
yang lebih baik dengan
penggemar, Lyia bahkan
mengadakan giveaway di
halaman Instagram-nya untuk
mendorong pengikutnya
menyalurkan kreativitas
mereka dan mencoba membuat
konten di Likee. Pemenang
yang beruntung akan
mendapatkan satu set parfum
Hermes premium.  ril/fahleviril/fahleviril/fahleviril/fahleviril/fahlevi

LIKEE -
Likee

memudahkan
pengguna
membuat

video
menarik dan

merekam
momen

berkesan.
(ist)
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bara ke depan dalam negeri seperti apa,"
ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenaga-
listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan,
pemerintah akan mempensiunkan PLTU tersebut
secara "alami" atau sesuai dengan umur pembangkit.

"Kami diminta evaluasi PLTU yang ada dan
bagaimana pensiunnya, sudah ada data PLTU
yang sudah mendekati umur pensiun, secara nilai
aset sudah nol saat berakhir. Sampai saat ini
kami ambil opsi pensiun alami, nggak dipaksa
pensiun," paparnya saat konferensi pers, Jumat
(04/06/2021).

Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan
simulasi bila RI menargetkan tak ada lagi PLTU
saat Indonesia "Emas" di 2045, berapa biaya
yang harus dikeluarkan, seperti apa kontrak yang
telah ada saat ini.

"Kami juga sudah sedikit melakukan exercise
lakukan simulasi, misalkan nih boleh dong punya
cita-cita saya ingin saat Indonesia Emas 2045
nggak ada lagi PLTU, misalkan, berapa ongkosnya,
angkanya sudah bisa diperkirakan dengan term
kontrak," tuturnya.

Lalu apakah dengan demikian pengusaha
pemasok batubara akan ‘pensiun’ juga sejalan
dengan rencana pemerintah ini?

Menanggapi rencana ini, pengusaha listrik
swasta meminta agar Indonesia tidak memus-
nahkan semua PLTU. Hal tersebut disampaikan
oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta
Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang.

Dia mengatakan, PLTU memiliki beberapa
kelebihan, salah satunya di sisi harga. Harga
listrik dari PLTU relatif lebih murah dibandingkan
harga listrik dari sumber energi lainnya. Selain
itu, dari sisi keandalan, selama ini PLTU batu
bara menjadi penopang beban dasar (base load)
dan belum bisa digantikan oleh energi lainnya.

"Di satu sisi dilematis, tapi menurut saya ini
sebenarnya bisa dilakukan kajian yang sifatnya
saling complement (melengkapi) satu sama lain.
Jadi bukan berarti musnahkan total pembangkit
batu bara, tapi complement dengan pembangkit
berbasis lain," paparnya dalam wawancara bersama
CNBC Indonesia belum lama ini.

Dia menegaskan, untuk meningkatkan
ekonomi, butuh keandalan suplai listrik. Permintaan
energi ke depan diperkirakan akan terus meningkat,
terutama saat industri manufaktur semakin
berkembang seperti munculnya sentra-sentra

industri seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
dan juga rencana pemanfaatan kendaraan listrik.

Semuanya, imbuhnya, membutuhkan suplai
energi listrik yang tidak kecil, sehingga butuh
keandalan suplai listrik.

"Menurut saya, mungkin jadi bagian kajian
ke depan adalah bagaimana kecilkan porsi ini
(PLTU) dengan naikkan porsi EBT, tapi nggak
hilangkan (PLTU) sama sekali," tuturnya.

Meski demikian, menurutnya pelaku usaha
bidang listrik tetap mendukung rencana PLN dan
pemerintah untuk pensiunkan PLTU, sejalan dengan
transisi energi listrik ke energi baru terbarukan
yang digalakkan pemerintah.

Namun, dia mengatakan, porsi pembangkit
berbasis energi fosil tetap dibutuhkan untuk
mendukung peningkatan keandalan suplai listrik.

"Jadi, menurut saya ini sesuatu yang memang
sudah pantas sudah waktunya melihat porsi EBT,
namun harus dilakukan dengan gradual dan harus
dilakukan secara matang," ungkapnya.

Nasib aset PLNasib aset PLNasib aset PLNasib aset PLNasib aset PLTU?TU?TU?TU?TU?
Lalu, setelah PLTU dipensiunkan, bagaimana

nasib asetnya? Misalnya salah satu di di Sumbar
(Sijantang dan Teluk Sirih)

Mengenai hal ini, Direktur Jenderal Ketena-
galistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyebut
persoalan aset ini masih menjadi bagian dari
diskusi pihaknya dan juga PLN.

"Dikemanakan ini (aset PLTU) jadi agenda
bagian diskusi kami," ungkapnya dalam konferensi
pers secara daring, Jumat (04/06/2021).

Sampai saat ini, lanjutnya, belum ada keputusan
pasti akan dijadikan apa aset eks PLTU ini
nantinya, sehingga dia pun belum berani
menyampaikan secara rinci mengenai aset PLTU
yang nantinya pensiun.

"Kita belum ada keputusan, belum berani
sampaikan, ini sudah jadi agenda (diskusi) kita,
apakah dibongkar Krakatau Steel belum tahu,
ini dipikirkan," jelasnya.

Dia pun mengatakan, pemerintah akan
mempensiunkan PLTU secara "alami" atau sesuai
dengan umur pembangkit. Menurutnya, pemerintah
tidak akan melakukan ini dengan paksaan.

"Kami diminta evaluasi PLTU yang ada dan
bagaimana pensiunnya, sudah ada data PLTU
yang sudah mendekati umur pensiun, secara nilai
aset sudah nol saat berakhir. Sampai saat ini kami
ambil opsi pensiun alami, nggak dipaksa pensiun,"
paparnya.  syaf al/cnbc/isyaf al/cnbc/isyaf al/cnbc/isyaf al/cnbc/isyaf al/cnbc/i

oleh konstitusi di negeri ini.
Mungkin sebaliknya. Negara tidak akan

campur tangan urusan kaus recehan itu. Alasannya
hak asasi manusia. Jualan kaus malah
membangkitkan ekonomi kreatif yang sangat
diperlukan saat ini. Apalagi membawa pesan
kebinekaan, pertanda “NKRI harga mati”. Urusan
kaus “pilih neraka” tidak termasuk perbuatan
radikal dan intoleran. Berbeda dengan perkara
jilbab dan pakaian khusus keagamaan!

Pemikiran tentang toleransi maupun intoleransi
termasuk radikal dan tidak radikal dalam kehidupan
kebangsaan saat ini semestinya dikembangkan
secara benar dan proporsional. Patokannya harus
jelas dan tidak berstandar ganda.

Pihak mana pun tidak boleh sepihak dan bias
dalam menentukan parameter intoleransi. Apalagi
dengan persepsi semaunya sendiri ala “kaus surga
kebinekaan”. Bila anti-intoleransi keagamaan,
jangan mengembangankan intoleransi kebangsaan.

Kebinekaan itu bukan lawan agama. Agama
dan umat beragama di negeri ini mendukung
kebinekaan dan segala hal positif dalam

Pembicaraan tersebut dalam rangka membahas
peluang kerja sama yang bakal dilakukan antara
Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat
umumnya dengan Norwegia, mengenai
pengolahan sampah menjadi energi.

Dikutip dari www.listrikindonesia.com, di
negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia
bersaing memanfaatkan sampah rumah tangga
untuk dijadikan bahan bakar penghasil listrik.
Di Kota Padang juga diharapkan demikian,
dimana sampah hasil limbah rumah tangga dapat
menjadi sumber energi seperti energi untuk bahan
bakar.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang kami
mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada
Dubes RI beserta tim atas respon yang diberikan
guna membahas peluang kerja sama ini," ungkap
Wako Hendri Septa dari kediaman resminya Jl.
A.Yani No.11 Padang.

Wako Hendri berharap, dengan adanya peluang
kerja sama ini akan membantu Kota Padang dalam
pengolahan sampah ke depan. Dimana saat ini
di Kota Padang lebih kurang 650 ton sampah
dihasilkan setiap harinya.

"Bagi Pemerintah Kota Padang ini kesempatan
yang sangat luar biasa. Tentu tidak akan kita

sia-siakan, karena mereka menginginkan Padang
menjadi pilot project atau role model untuk program
waste to energy (sampah jadi energi) di Indonesia,"
ungkap Wako.

Hendri Septa menambahkan, jika kerja sama
ini terwujud dengan baik maka banyak hal positif
yang diperoleh Kota Padang, diantaranya,
mengurangi jumlah sampah, mendorong
tumbuhnya perekonomian karena membuka
lapangan kerja dan memperbaiki lingkungan hidup.

"Sekali lagi atas nama pemerintah dan warga
Kota Padang kami ucapkan terima kasih kepada
Dubes RI beserta beserta tim kedutaan KBRI di
Oslo, Norwegia. Kota Padang siap bekerja sama
menyukseskan project luar biasa ini," pungkas
Wako bersemangat.

Hadir mendampingi Wako Hendri Septa di
Rumah Dinas, Kabag Kerjasama Erwin, Tenaga
Ahli dari GIZ-Jerman/Center for International
Migration and Development (CIM), Mr Michell
Rohmann dan secara virtual, Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kota Padang Mairizon.

Hadir juga, Founder REConnet Foundation,
Arswendey selaku perwakilan Sumbar Indonesia
untuk Norwegia dan Kepala DLH Sumbar Siti
Aisyah, serta undangan lainnya. n Faisal Budiman

keindonesiaan. Prinsip pluralitas (kebinekaan,
kemajemukan) telah menyatu dalam ajaran dan
perilaku umat beragama.

Republik ini sejak perjuangan kemerdekaan
hingga saat ini justru berdiri tegak karena didukung
kuat oleh umat beragama. Peran umat Islam
sebagai penduduk mayoritas bahkan 1.000 persen
berada di garda depan dalam perjuangan,
pembentukan, pendirian, dan pembangunan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Agama bagi bangsa Indonesia dapat dijadikan
sebagai sumber pedoman hidup, panduan moral,
etos kemajuan, dan nilai peradaban. Nilai-nilai
agama dapat menumbuhkan sikap damai, toleran,
moderat, kebersamaan, kepedulian sosial, serta
tindakan mulia dalam kehidupan bangsa.

Umat beragama juga telah menjalankan peran
signifikan dalam mencegah hal-hal buruk dalam
kehidupan kebangsaan. Organisasi keagamaan
sering menjalankan fungsi “cuci piring” pascapesta,
yang semuanya dilakukan dengan komitmen dan
tanggung jawab kebangsaan yang tulus.

Menurut Nasirman, tudingan bahwa ritel yang
mereka kelola itu adalah perpanjangan tangan
Alfamart tidak berdasar dan mengada-ngada, bisa
jadi fitnah. Nagari Mart dimiliki oleh PT Nagari
Minang Sakato. Seratus persen pemilik sahamnya
putra daerah Pariaman. Saya dan empat orang
lainnya. Satu orang lagi dari Bukittinggi," ujar
dia.

Ia menyampaikan PT Nagari Minang Sakato
resmi membuka minimarket dengan nama Nagari
Mart mengusung konsep "sato sakaki".

"Kami telah memiliki legalitas dan
mengantongi izin pendirian Nagari Mart, mulai
dari akta notaris, akta dari Kementerian Hukum
dan HAM, dan sebagainya," kata dia.

Ia menjelaskan konsep pendirian Nagari Mart
adalah pemberdayaaan masyarakat atau sato sakaki.
Bukan hanya masyarakat, komponen lainnya
seperti lembaga pendidikan, koperasi, badan usaha
milik nagari, dan sebagainya juga bisa ikut
bergabung di Nagari Mart.

Oleh sebab itu, ia heran dengan tudingan
yang menyebutkan PT Nagari berafiliasi dengan
Alfamart. Nagari Martdidirikan sesuai dengan
perkembangan dunia usaha saat ini. Pihaknya
pun membantah tudingan sebagian karyawan
Nagari Mart berasal dari Alfamart Pekanbaru.

"Yang benar itu, pegawai kita magangkan,
kita trainingkan di situ, belajar dulu agar tahu
bagaimana cara melayani orang, berkomunikasi
karena usaha ini perlu publik servis. Apakah
salahnya kita latih?," katanya.

Sementara, terkait tudingan yang menyebutkan
ada barang-barang di Nagari Mart yang dipasok
dari Alfamart Pekanbaru, Nasirman mengatakan
hal tersebut tidak ada larangan. Barang-barang
yang dipasok di Nagari Mart bukan hanya dari
sana, tapi juga dari vendor lainnya.

"Dalam memilih barang, asalkan harganya
cocok, tidak ada larangan. Sebagian kita beli
dari sana. Sebagian lagi kita beli dari vendor
lain. Jadi, dari banyak sumber," kata dia.

Lebih lanjut, dia juga membantah tudingan
yang menyebutkan keberadaan Nagari Mart

mengancam stabilitas dan keberadaan semua
pedagang terutama pedagang kecil dan UMKM.

"Saya tidak tahu apa dasarnya dia berbicara.
Belum ada hasil penelitian soal itu," katanya

Akibat adanya tudingan Nagari Mart berafiliasi
dengan Alfamart, pandangan Nagari Mart di
masyarakat pun jadi terganggu. Padahal, tujuannya
mendirikan Nagari Mart adalah untuk membangun
daerah.

Ia pun merasa heran dengan adanya penolakan
dari pedagang terhadap Nagari Mart. Padahal,
Nagari Mart baru dua bulan berdiri dan baru
memiliki dua minimarket di Kabupaten Padang
Pariaman.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan mengikuti
perkembangan lebih lanjut apakah permasalahan
ini akan dibawa ke ranah hukum atau tidak.

Sebelumnya puluhan orang yang
mengatasnamakan Aliansi Pedagang Ritel, Grosir,
dan Pasar se-Sumbar menggelar aksi demonstrasi
di depan Kantor Gubernur Sumbar pada Senin
(7/6).

Mereka menuntut Pemprov Sumbar untuk
menolak keberadaan atau mencabut izin Nagari
Mart yang diduga berafiliasi dengan Alfamart.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat memastikan akan tetap berkomitmen
memberlakukan pelarangan beroperasinya retail
Indomaret dan Alfamart sebagai upaya melindungi
UKM dan pengusaha lokal.

"Kami tetap konsisten dengan kebijakan itu
karena ini merupakan sesuatu yang positif untuk
Sumbar," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy
Joinaldy usai menghadiri peresmian retail Nagari
Mart Sungai Pisang, Kasang.

Menurut dia kebijakan ini mendapatkan respon
positif dari berbagai kalangan di luar Sumatera
Barat dan ia berharap pengusaha lokal yang
bergerak di bidang retail mengambil peluang
ini.

Ia memastikan lewat kebijakan ini bukan bearti
Sumbar menutup diri dari investasi luar namun
memberikan peluang bagi pelaku usaha ritel lokal
berkembang. n ikhwan/ant

Pemko Bukittinggi DARI HALAMAN 1

mengundurkan diri itu murni karena kemauan
sendiri, tidak ada tendensi lain-lain. “Tidak ada
paksaan dan tidak ada yang lain, hanya
menyatakan tidak sanggup dan ada yang karena
alasan kesehatan,” ujar Ertman Safar kepada
wartawan di Bukittinggi kemarin.

Untuk itu katanya, Pemko Bukititnggi sudah
menyiapkan langkah-langkah mengisi jabatan
lowong itu dengan membukan pendaftaran guna
seleksi jabatan sesuai dengan ketentuan perun-
dang-undangan.

Kini Pemko Bukittinggi sudah menyiapkan
hal ihwal tentang persyaratan, pengumuman dan
jadwal seleksi terbuka atas mundurnya beberapa
pejabat di lingkungan pemerintah kota itu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM (BKPSDM) Kota Bukittinggi, Sustinna
menyebutkan bahwa pihaknya sudah memulai
membuat kajian-kajian untuk pengisian jabatan
lowong itu. “Ya, kita sudah siapkan, sudah kita
kaji kemungkinan-kemungkinannya, dalam waktu
dekat kita akan sampaikan draft persiapannya kepada
Walikota untuk dipelajari beliau guna mengambil
keputusan terbaik,” kata Sustinna.

Ia membenarkan bahwa sejak sebelum puasa,
sudah ada tiga pejabat yang mengundurkan diri
dari jabatannya. “Surat pengunduran dirinya sudah
kita terima dan kita sudah siapkan pelaksana
tugas untuk jebatan kosong yang mereka tinggalkan
itu,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada tiga orang
pejabat Pemko Bukittinggi yang mengajukan
surat pengunduran diri kepada Walikota. Mereka
yang mengundurkan diri itu adalah Kepala Dinas
Koperasi UKAM dan Perdagangan, Muhammad.
Ia yang pertama kali mengundurkan diri yakni
pada 30 April 2021.

Menyusul kemudian mengundurkan diri pula
Kepala Bagian Hukum Setdako, Dwi Nano Kurnia
Sari. Tak lama kemudian ikut pula meletakkan
jabatan atau mengundurkan diri, Kepala Sub
Bagian Bina Lembaga Sosial pada Bagian Kesra
Setdako Bukittinggi, Afrinal Dt. Maruhun.

Afrinal Dt. Maruhun mengundurkan diri
jabatannya dengan alasan kesehatannya tidak
mengizinkan untuk mengemban jabatan tersebut.
Ia memilih untuk berkonsentrasi menjalani
perawatan medis. n iwin sb

DARI HALAMAN 1Walikota Padang Panjang
Sumatera Barat untuk bertemu dengan Kadis ESDM
Herry Martinus membicaraan pengembangan industri
kapur Bukit Tui itu.

Pada kesempatan itu Fadly menyampaikan harapan
agar Dinas ESDM bisa memberi masukan adanya
kemungkinan kolaborasi antara pengusaha dan penambang
rakyat sehingga masing-masing dapat memperoleh
keuntungan dari potensi batu kapur yang ada di Padang
Panjang.

 “Kami sangat berharap aktivitas penambangan kapur
Bukit Tui dapat kembali beroperasi sesuai standar
operasional yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.
Kami sangat meyakini banyak dari masyarakat Padang
Panjang yang menggantungkan hidupnya di sektor
tambang dan industri batu kapur ini. Jika aktivasi
penambangan batu kapur ini dapat terwujud segera,
tentunya sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat
sekitar,” sebut Fadly.

Fadly bersama jajaran Pemko seperti Sekretariat
Daerah, Dinas PUPR, Dinas Perkim LH, Dinas Perdakop
UKM telah mengerahkan segenap upaya untuk menunju
ke arah itu. Pada kesempatan pertemuan tersebut, Fadly
dengan segala semangat dan kerendahan hati meminta
masukan dari Dinas ESDM, Dinas PUPR Sumbar dan
pihak-pihak lain untuk bisa membantu mempercepat
terwujudnya cita-cita tersebut.

Kadis ESDM Herry Martinus selaku tuan rumah
pertemuan menyambut baik maksud wali kota dan jajaran
tersebut. Dia menilai masyarakat Padang Panjang memiliki
semangat untuk mewujudkan wilayah pertambangan
di kotanya. Buktinya adalah meskipun dihadapkan dengan
berbagai kendala, saat ini masih ada tungku kapur yang
aktif di Padang Panjang.  “Dinas ESDM mengapresiasi
semangat masyarakat tersebut dan akan memberikan
dukungan pemanfaatan potensi tambang yang ada di
Kota Padang Panjang,” tutur Herry.

Sebagai bentuk dukungan tersebut, Dinas ESDM
Provinsi Sumatera Barat juga menghadirkan Prof. Dr.
Eng. Reni Desmiarti, ST, MT, Guru Besar Prodi Kimia
Fakultas Teknik Industri Universitas Bung Hatta rekan-
rekannya yang saat ini sedang melakukan riset pemanfaatan
batu kapur di Sumatera Barat.

Prof. Reni memaparkan secara rinci bahwa dari
sampel batu kapur yang diambil dari beberapa titik di
Kota Padang Panjang menunjukkan kualitas kapur yang
baik. Dilihat dari warna dan kekerasannya, kapur Kota
Padang Panjang sangat cocok dimanfaatkan untuk industri
penjernihan air (PDAM), industri CPO dan pemanfaatan
lain di bidang pertanian.

“Sedangkan pemanfaatan untuk industri cat, kertas
dan kosmetik masih perlu pengolahan lebih lanjut dengan
sentuhan teknologi, sehingga mencapai tingkat keputihan
dan kelunakan yang disyaratkan,” ungkap Reni.

Dengan memperhatikan hasil penelitian dari Reni
bersama rekan-rekannya dan juga mempertimbangkan
luas space yang tersedia, Herry menyarankan sebaiknya
pertambangan di Kota Padang Panjang diprioritaskan
pada pertambangan rakyat.

Dengan demikian potensi kerusakan lingkungan akan
relatif lebih mudah dikendalikan karena notabene tidak
menggunakan alat berat.

Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat juga siap
melakukan supervisi kepada pengusaha tungku bagaimana
pengolahan yang baik sehingga meminimalisir polusi
udara yang ditimbulkan pembakaran batu kapur. Jika
memang demikian, maka Pemko Padang Panjang diminta
untuk segera mengajukan pengusulan ke Kementerian
ESDM melalui Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat
agar ditetapkan melalui SK Menteri ESDM sebagai Wilayah
Pertambangan Rakyat.

Namun demikian, dalam pertemuan tersebut juga
ditegaskan bahwa semua proses pengurusan izin
pertambangan, baik Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus didasarkan
pada Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota yang memuat adanya
potensi pertambangan di Kota Padang Panjang.

Pemko sudah sejak tahun 2020 memproses perubahan
RTRW Kota Padang Panjang.  Kepala Dinas PUPR,
Welda Yusar, ST mengungkapkan, saat ini RTRW sudah
sampai dalam tahapan asistensi Pemprov Sumatera Barat
untuk penyempurnaan Materi Teknis (Matek).

“Insyaa Allah dalam waktu dekat perbaikan dokumen
Matek tersebut akan diajukan ke Provinsi untuk dibahas
dengan TKPRD Provinsi Sumatera Barat. Draft revisi
RTRW tersebut disertai dengan dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis,” sebut Welda Yusar.

Dinas PUPR Sumbar yang juga hadir dalam
pertemuan tersebut diwakili Kasi Pengendalian Pemanfaatan
Ruang, Edi Juandri, ST sangat mengapresiasi upaya-
upaya cepat yang dilakukan Pemko, khususnya Dinas
PUPR Padang Panjang dalam merevisi RTRW.

Edi Juandri menyampaikan, sesuai dengan peraturan
regulasi yang ada, proses revisi RTRW hingga menjadi
Peraturan Daerah harus melalui 14 tahapan yang memakan
waktu relatif panjang. Persetujuan RTRW kabupaten/
kota tidak hanya melalui pembahasan di tingkat provinsi,
namun juga harus melalui proses dan pembahasan di
Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga harus
menunggu antrean dari seluruh daerah di Indonesia.

“Rata-rata pemerintah kabupaten/kota menghabiskan
waktu minimal 3 tahun untuk merevisi RTRW. Namun
dengan upaya percepatan yang dilakukan Pemko Padang
Panjang, kami optimis perubahan RTRW dapat diselesaikan
dalam waktu kurang dari 3 tahun,” ungkap Edi Juandri.

Di akhir pertemuan, Wako Fadly Amran sekali lagi
meminta dukungan dari Pemprov Sumbar agar senantiasa
mendampingi Padang Panjang dalam merevisi RTRW
sehingga bisa diselesaikan lebih cepat. Masyarakat Padang
Panjang juga diminta memberikan dukungan dan bersabar
menunggu semua proses yang sedang berjalan.

“Inilah solusi agar masyarakat dapat segera mengurus
izin pertambangan kapur sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Ini demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan mewujudkan Padang Panjang yang Bermarwah
dan Bermartabat,” tutur Fadly.  adv/paulhendri

Bantu Warga DARI HALAMAN 1

diakui oleh World Health Organization (WHO), bahkan
Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)
tercatat telah memiliki Emergency Medical Team (EMT)
yang memenuhi standar WHO. “Jadi nanti kita tidak
perlu ada visa-visa dari negara yang bersangkutan,
kita bisa memakai itu,” imbuhnya

Namun Wachid menyayangkan, sertifikasi yang
dilakukan oleh WHO ini terkendala pandemi covid-19.
Padahal seharusnya sertifikat resmi dari WHO ini sangat
berguna bagi Muhammadiyah sebagai legitimasi untuk
melakukan aksi-aksi kemanusiaan internasional.

Meski demikian, aksi-aksi kemanusiaan internasional
yang dilakukan oleh Muhammadiyah AID tidak boleh
melanggar rambu-rambu yang telah disepakati oleh negara-
negara internasional.

Ambulans hasil donasi warga Muhammadiyah telah
tiba di Gaza Palestina pada akhir Mei lalu. Dana bantuan
yang dipakai untuk membeli ambulans tersebut berasal
dari donasi warga Muhammadiyah Jawa Tengah. Al
Shifa Medical Complex, sebuah Rumah Sakit terbesar
di Jalur Gaza menjadi lokasi serah terima bantuan ambulans
tersebut.

Untuk diketahui, penggalanan dana Palestina dimulai
sejak 12 Mei 2021. Terkait donasi dari warga
Muhammadiyah Jawa Tengah sendiri jumlahnya mencapai
Rp8 miliar. Nomila tersebut dihimpun lewat Lembaga
Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu)
Jawa Tengah.

Sementara itu, Wahidin Hasan, Manajer Fundrising
Lazismu Jawa Tengah mengungkapkan bahwa pihaknya
memilih memberikan bantuan berupa mobil ambulans
ke Gaza agar meyakinkan para donatur dan memastikan
bantuan mereka telah sampai tepat tujuan serta memberikan
manfaat kepada rakyat Palestina.

“Kami meneruskan amanat masyarakat Jateng melalui
Lazismu yang sudah membantu Palestina, dan kita wujudkan
melalui bantuan mobil ambulans di Rumah Sakit Shifa
Gaza Palestina. Semoga bantuan ini lebih meyakinkan
para donatur, dan memastikan bahwa bantuan mereka
telah sampai dan bermanfaat bagi masyarakat Palestina,”
terang Wahidin Hasan. Selain Ambulans, dana dari Lazismu
Jawa Tengah turut digunakan untuk pemberian bantuan
dalam bentuk paket sembako dan obat-obatan.

  eko/mhd

KEHILANGAN KEHILANGAN
Telah tercecer/hilang 1 lembar STNK

sepeda motor merek Honda dengan nomor
polisi BA 2312 LT atas nama Arponimi

Tercecer/ hilang di sekitar kawasan
Bukittinggi

Telah tercecer/hilang  sertifikat hak milik tanah
(SHM) No. 4555400074, lokasi kelurahan
Birugo, Kecamatan ABTB atas nama Elma
Tercecer/hilang hilang di sekitar kawasan

Bukittinggi
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RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BUKITTINGGI

Fraksi Lakukan Pandangan Umum
Terhadap RPP-APBD TA 2020

Bukittinggi, Khazanah- Bukittinggi, Khazanah- Bukittinggi, Khazanah- Bukittinggi, Khazanah- Bukittinggi, Khazanah- DPRD Kota
Bukittinggi menggelar Rapat Paripurna
secara maraton di gedung DPRD
setempat, dimulai Senin (7/6) diikuti
Wali Kota Bukittinggi, Ketua, Wakil
Ketua dan anggota DPRD Kota Bukit-
tinggi serta Forkopimda dan SKPD.
Dalam rapat paripurna ini dengan agenda
tentang Ranperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(RPP APBD TA 2020) yang memuat
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD), terdiri dari tujuh laporan yang
dibacakan Wali Kota Bukittinggi Erman
Safar.

Rapat paripurna ini dilanjutkan
kembali, Selasa, (8/6) diikuti Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ketua,
Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota
Bukittinggi serta Forkopimda dan SKPD.
Adapun Rapat Paripurna hari ini dengan
agenda Pemandangan Umum dari enam
fraksi DPRD Kota Bukittinggi terkait
Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksa-
naan APBD Tahun Anggaran 2020.
Enam fraksi DPRD Kota Bukittinggi,
yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi
Nasdem PKB, Fraksi Karya Pembangunan,

Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), dan Fraksi
Partai Amanat Nasional (PAN).

Fraksi Partai Demokrat yang dibaca-
kan Alizarman, menyampaikan sejumlah
tanggapan dan minta penjelasan terhadap
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2020. Diantaranya berkaitan dengan
belanja Bantuan Sosial (Bansos) tidak
memenuhi target, dari target sebesar
Rp2.358.441.600.000,- terealisasi hanya
sebesar Rp865.058.000.- atau sebesar
36,68%.

Berkaitan dengan belanja tidak
terduga yang realisasinya murni untuk
penanggulangan COVID-19 di Kota
Bukittinggi yang terealisasi sebesar
Rp31.485.489.291,50 atau 64,48% dari
anggaran sebesar Rp48.828.486.987,00.-
, Fraksi Demokrat mohon penjelasan
langkah-langkah yang dilakukan Peme-
rintah dalam penanganan dan penang-
gulangan COVID-19. Dan berkenan masih
tingginya Sisa Lebih Pembayaran
Anggaran (SILPA) yaitu Rp99.386.026-
.235,08.-, maka Fraksi Partai Demokrat
minta penjelasannya yang lebih konkrit.

Fraksi Nasdem PKB, yang dibacakan
Zulhamdi Nova Chandra, menyampaikan

berkaitan dengan kerjasama Pemerintah
Daerah dengan Perbankan dan juga
menyampaikan berkaitan dengan penge-
lolaan Pasar Atas berdasarkan Perpres
Nomor 64 Tahun 2018 Pemerintah Pusat
menindaklanjuti proses dengan meng-
gunakan payung Hukum PP 27 Tahun
2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik
Negara/Daerah. Maka payung Hukum
yang cocok adalah Undang-Undang 28
Tahun 2009.

Fraksi Karya Pembangunan yang
dibacakan Syafril, menyampaikan
mengenai Laporan realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah periode
Januari sampai dengan Mei 2021 (5
bulan) tergambar bahwasanya pendapatan
asli daerah yang diperoleh dari pajak,
retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan
PAD sah lainnya baru mencapai 25,78%
dari Rp134 Miliar lebih yang diren-
canakan, baru Rp34 Miliar lebih yang
baru terealisasikan, artinya Rp99,5 miliar
lagi harus dicari sampai Desember 2021.

Fraksi Gerindra yang dibacakan
Shabirin Rahmat, menyampaikan di
tengah pandemi ini, sangat mempe-
ngaruhi ekonomi semua segmen di bawah

sektor pariwisata. “Angka 89,21%
merupakan capaian yang positif di
tengah pandemi ini, dengan sinergi
eksekutif, legislatif dan seluruh stakehold-
er Kota Bukittinggi, kami yakin kita
bisa bangkit untuk menuju Bukittinggi
Hebat di semua sektor.

Fraksi PKS yang dibacakan Arnis
Malin Palimo, mengemukakan, mohon
pencerahan Wali Kota apa sesungguhnya
yang menjadi legal standing atau dasar
hukum bagi Pemerintah Daerah bahwa
terkait pemanfaatan pertokoan/kios yang
berada pada gedung Pasar Atas yang
baru mesti menggunakan sistim sewa.
Mengingat jika kebijakan sewa murni
ini terus dipertahankan, maka akan
berlaku dan persyaratan sewa-menyewa
yang sangat rijid.

Terkait dengan realisasi Belanja
Tidak Terduga (BTT) juga tidak
mencapai target yang telah ditetapkan,
kami berpendapat bahwa salah satunya
adalah terkait dengan rencana belanja
pemulihan ekonomi bagi pelaku
UMKM yang terdampak COVID-19
sebesar Rp5 miliar setelah dilakukan
refocusing atau pergeseran anggaran.
Namun pada kenyataannya, bantuan

untuk UMKM tersebut sama sekali tidak
dapat dicairkan (nol rupiah).

Fraksi PAN yang dibacakan Rahmi
Brisma mengatakan, mengenai Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) bahwa terdapat
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
sebesar Rp99.386.026.235.- Angka SILPA
diatas mengulang-ulang kejadian LRA
setiap tahunnya, akibatnya banyak program
kegiatan yang dilakukan tidak optimal,
sehingga fungsi Pemerintah memberikan
pelayanan public dapat terganggu,
kedepan F-PAN berharap harus ada upaya
kebijakan keuangan daerah yang
meminimalisir angka SILPA tersebut.

Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD merupakan hakikat dari pelak-
sanaan proses demokrasi, secara konse-
ptual,  pertanggungjawaban dalam
penyelenggaraan Pemerintahan bermuara
kepada pertanggungjawaban kepada
rakyat sebagai pemberi mandat, baik
kepada eksekutif maupun legislatif.
Dengan konsep dan tatanan seperti itu,
maka akan didapat dianalisa untuk
diketahui bagaimana kinerja pengelolaan
keuangan daerah, apakah ada kemajuan
atau justru kemunduran selama satu
tahun anggaran. (adv)(adv)(adv)(adv)(adv)

Alizarman dari Fraksi Partai Demokrat
saat membacakan pandangan umum

Zulhamdi Nova Chandra dari Fraksi
Nasdem PKB saat membacakan

pandangan umum

Syafril dari Fraksi Karya Pembangunan
saat membacakan pandangan umum

Shabirin Rahmat dari Fraksi Gerindra
saat membacakan pandangan umum

Arnis Malin Palimo dari Fraksi PKS saat
membacakan pandangan umum

P A R I W A R A

Perangi COVID-19,
Cairan Eco Enzyme
Disemprotkan
Padang, Khazanah –Padang, Khazanah –Padang, Khazanah –Padang, Khazanah –Padang, Khazanah –Untuk penan-
ganan COVID-19 sekaligus meres-
mikan peluncuran Bank Eco Enzyme
Padang, Pemerintah Kota (Pemkot)
Padang melakukan penyemprotan
cairan eco enzyme.

"Hari ini kita meresmikan Bank
Eco Enzyme yang merupakan pengo-
lahan dari limbah organik dan
dicampur gula merah ternyata berguna
untuk obat luar, disinfektan, dan
lainnya, " kata Wali Kota Padang,
Hendri Septa di Padang, Selasa, (8/
6/21).

Ia mengatakan penyemprotan
cairan eco enzyme di udara ini
merupakan yang keempat di Indon-
esia dan pertama di Sumatera Barat,
khususnya di Kota Padang.

"Selain itu dengan telah diresm-
ikan Bank Eco Enzyme ini dapat
membantu kita untuk bagaimana tetap
berdaya upaya mengani COVID-19
ini," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Bank Eco
Enzyme adalah hasil dari fermentasi
limbah dapur organik seperti ampas
buah dan sayuran serta gula, air dan
lainnya. Sementara di Kota Padang
Bank Eco Enzyme digagas oleh
Lembaga Bank Sampah Unit Andalas
yang ada di Kelurahan Andalas,
Kecamatan Padang Timur.

Kegiatan aktifitas Bank Eco
Enzyme tersebut nantinya akan
mengajak masyarakat Kota Padang
untuk ikut terlibat dalam memilah,
mengolah dan menabung Eco Enzym-
e-nya di Bank Eco Enzyme Kota
Padang.

"Alhamdulillah, kita bersyukur dan
menyambut baik hadirnya Bank Eco
Enzyme yang menghasilkan produk
berupa obat, disinfektan dan produk
bermanfaat lainnya. Selain membantu
kita dalam mengurangi produksi sampah
juga menekan penyebaran Covid-19
di Kota Padang," sebut Hendi Septa.

Orang nomor satu di Kota Padang
itu juga mengungkapkan syukur hal
tersebut juga sesuai dan sejalan
dengan adanya kerjasama antara
Padang dengan negara Norwegia ke
depan. Kerjasama tersebut berupa
ujicoba pengolahan sampah menjadi
energi (waste to energy).

"Alhamdulillah, baru-baru ini kita
telah melakukan pembicaraan dengan
Duta Besar Norwegia sekaitan rencana
menjadikan Kota Padang sebagai 'pilot

project' atau percontohan sampah
menjadi energi. Ini salah satu program
yang akan dibawa negara Norwegia
ke Kota Padang. Hal tersebut sejalan
dengan upaya kita dalam mengurangi
produksi sampah di Kota Padang yang
per harinya lebih kurang mencapai
650 ton," tukasnya.

Lebih lanjut wali kota milenial
itu juga menyampaikan harapannya
kepada seluruh warga Kota Padang
untuk saling mendukung dan mem-
berikan contoh kepada generasi muda
terkait upaya Pemerintah Kota Padang
dalam melakukan pengolahan sam-
pahhingga saat ini.

"Salah satunya dengan hadirnya
Bank Eco Enzyme ini. Alhamdulillah
di samping membantu mengurangi
produksi sampah,hal ini juga ikut
membantu upaya kita terkait keters-
ediaan stok disinfektan dalam rangka
menekan penyebaran Covid-19 di
Kota Padang. Tentu ini akan meng-
hemat biaya dalam penyediaan
disinfektan, apalagi disinfektan yang
dihasilkan dari Bank Eco Enzyme
hanya hasil dari olahan sampah yang
direcycle," pungkas wako menj-
elaskan.

Dalam launching Bank Eco Enzy-
me itu juga hadir Anggota DPRD
Padang Helmi Moesim, Ketua PMI
Sumbar Aristo Munandar, Kabag Tata
Pemerintahan Ances Kurniawan,
Camat Padang Timur Siska Meilani
serta unsur Forkopimca dan stak-
eholder terkait lainnya.

Selain itu juga tampak pimpinan
NGO yang turut menyukseskan
launching Bank Eco Enzyme dianta-
ranya yakni Bank Sampah Unit Andalas
Sepakat, Komunitas Eco Enzyme Sumbar,
Walhi Sumbar, KOMMA FP-UA, Yayasan
KOMMA, Base KMDM, EDUEE, Bundo
Kanduang dan IKA Unand.

Setelah launching, Wako Hendri
Septa juga turut melakukan aksi
penyemprotan air hasil olahan Bank
Eco Enzyme yang berguna hampir
sama dengan disinfektan tersebut ke
sepanjang jalan di wilayah Kecamatan
Padang Timur.

Penyemprotan dengan meng-
gunakan mobil tanki milik PMI
Sumbar itu, diawali dari lokasi
launching menuju kawasan Simpang
Haru, Sawahan, Bagindo Aziz Chan,
Terandam dan kembali ke lokasi
semula.   faisal budiman faisal budiman faisal budiman faisal budiman faisal budiman Walikota Padang Hendri Septa juga ikut melakukan penyemprotan cairan Eco Enzyme
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TURUN DI KELAS 80 KG

Diding Bidik Emas PONDiding Bidik Emas PONDiding Bidik Emas PONDiding Bidik Emas PONDiding Bidik Emas PON

DIKUNJUNGI OLEH ABIEN

Iwan SamuraiIwan SamuraiIwan SamuraiIwan SamuraiIwan Samurai
Bangga danBangga danBangga danBangga danBangga dan
TTTTTerharuerharuerharuerharuerharu
Padang, Khazanah-Padang, Khazanah-Padang, Khazanah-Padang, Khazanah-Padang, Khazanah- Binaragawan andalan Sumbar
di PON XX Papua, Iwan Samurai sangat bangga bahkan
terharu menjadi atlet yang pertama mendapat kunjungan
oleh Ketua Umum KONI Sumbar terpilih, H. Agus Suardi
saat berlatih.

Iwan dikunjungi Abien -sapaan Agus Suardi- pada
Senin (7/6) siang. Abien didampingi staf khusus KONI
Sumbar, Fajrin serta beberapa pwngurus diantaranya,
Kabid Humas dan IT, Rakhmatul Akbar dan anggotanya
serta Mia Maharani, SE anggota Bidang Perencanaan
dan Anggaran KONI Sumbar.

“Jujur, saya terharu dan bangga. Hari ini dikunjungi
oleh Pak Abien. Apalagi saya dengar kunjungan atlet
ini yang pertama pula sejak diterbitkannya SK KONI
Sumbar oleh KONI Pusat,” tutur Iwan Samurai.

Pada kesempatan itu, binaragawan peraih medali
emas dua beruntun PON (PON Riau 2021 dan PON
Jabar 2016) itu tetap optimistis bisa pertahankan emasnya
itu.

“Kalau di binaraga yang menjadi lawan itu diri
kita sendiri. Artinya, kita harus persiapkan diri dengan
matang dan tidak kalah sebelum bertanding,” ungkap
Iwan.

Abien mengakui kunjungan pertamanya ke atlet
yang berlatih memang ke Iwan Samurai itu.  “Ya, ini
kunjungan peetama saya setelah diterbitkannya SK
KONI. Setelah ini menyusul cabor-cabor lainnya,” ujar
Abien. n faisal budiman

Dikatakan Abien, soal pencairan dana untuk hak
atlet Pelatprov diminta bersabar. “Saya minta atlet dan
pelatih bersabar, saat ini dalam proses,” ungkap Abien.
(Humas & IT)(Humas & IT)(Humas & IT)(Humas & IT)(Humas & IT)

Padang, Khazanah-Padang, Khazanah-Padang, Khazanah-Padang, Khazanah-Padang, Khazanah-Tampil di
kelas 80 kilogram, atlet Binaraga
Sumatera Barat Diding Grimon
optimistis menyumbang medali emas
untuk kontingen Ranah Minang
di Pekan Olahraga Nasional (PON)
2021 di Papua.

Hal itu disampaikannya saat
dikunjungi Ketua KONI Sumbar
Agus Suardi di venue latihan
binaraga di kawasan Ampang
Padang, Selasa (8/6) pagi.

Diding mengatakan, meski di
tengah keterbatasan anggaran,

namun dirinya tetap mempersiapkan
diri semaksimal mungkin.

“Target saya medali emas emas.
Namun untuk mendapatkan itu
butuh nutrisi dan multivitamin yang
cukup,” ungkap Diding.

Menyangkut peta persaingan di
kelas 80 kg secara nasional, Diding
mengatakan peluang sama besar.
Tinggal bagaimana persiapan masing-
masing atlet yang bakal bersaing.

“Dari peta saat ini, semua lawan
memiliki kans yang sama. Namun
dengan keseriusan dan perhatian

semua pihak, saya yakin mem-
peroleh medali emas. Saat ini saya
hanya terkendala, nutrisi. Tiga bulan
sebelum bertanding harus maksimal
terutama nutrisi saat latihan,”
cetusnya.

Untuk kebutuhan protein, setiap
hari Diding membutuhkan  20 kg
daging meliputi ikan, ayam dan
dan daging merah.

“Binaraga itu amunisinya paso-
kan makanan. Kalau tidak, otot tidak
berkembang,” tambahnya.

Ketua KONI Sumbar Agus

Suardi mengaku paham dengan
kondisi dan situasi yang serba
keterbatasan yang dihadapi atlet saat
ini.

Ia berharap ke depan pihaknya
bisa memaksimalkan peran dari
pihak ketiga seperti “bapak” angkat
yang mampu membantu memenuhi
kebutuhan atlet.

“Kita akan maksimalkan Peran
“bapak” angkat. Sejauh ini sudah
ada yang menyatakan siap mem-
bantu,” pungkas Abien, sapaan karib
Agus Suardi.    faisal budiman faisal budiman faisal budiman faisal budiman faisal budiman

LIPUTAN KHUSUS

TINGKATKAN PENANGANAN COVID-19

Riza FRiza FRiza FRiza FRiza Falepi Optimalkalepi Optimalkalepi Optimalkalepi Optimalkalepi Optimalkananananan
FFFFFungsi Selurungsi Selurungsi Selurungsi Selurungsi Seluruh Stakuh Stakuh Stakuh Stakuh Stakeholdereholdereholdereholdereholder
Payakumbuh,  Khazanah-Payakumbuh,  Khazanah-Payakumbuh,  Khazanah-Payakumbuh,  Khazanah-Payakumbuh,  Khazanah-  Perang melawan
penyebaran Covid-19 terus gencar
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Payakumbuh. Upaya-upaya strategis dilakukan
oleh Wali Kota Riza Falepi dan jajaran demi
melindungi masyarakatnya dari penyebaran
virus Corona.

 Berdasarkan pergerakan data kasus yang
terjadi di Payakumbuh saat ini mulai perlahan
melandai, Wali Kota Riza Falepi terus
memaksimalkan fungsi seluruh stakeholder,
termasuk mendapatkan dukungan dari forum
komunikasi pimpinan daerah (forkopimda).

Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota
Payakumbuh yang terdiri Satpol PP, TNI, Polri,
Kejaksaan dan instansi lainnya aktif turun
ke lapangan untuk melaksanakan sosialisasi
dan edukasi kepada masyarakat untuk terus
menerapkan protokol kesehatan (prokes). Tak
bosan-bosannya petugas merazia lokasi-lokasi
usaha untuk mengecek sarana dan prasarana
prokesnya dan memaksimalkan kontrol
aktivitas keramaian. Melalui media pun
dilakukan upaya himbauan kepada masyarakat.

 ”Kita juga memaksimalkan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
mikro, sesuai instruksi menteri dalam negeri.
Pada dasarnya, penanganan Covid-19 harus
dari yang zona terkecil dari RT/RW hingga
cakupan luas, keterlibatan camat, puskesmas,
lurah, hingga jajaran ke bawah sangat penting,”
kata Wali Kota Riza Falepi kepada media,
Jumat (4/6).

 Sementara itu, dari grafik pelaksanaan
vaksinasi saat ini mulai meningkat sejak
dilaksanakan pada 3 bulan lalu. Masyarakat
mulai patuh, taat, dan disiplin dengan anjuran
pemerintah. Semangat juang dari puskesmas
bersama camat dan lurah mengajak dan
mengedukasi masyarakat untuk ikut vaksinasi
sangat diapresiasi oleh Riza Falepi.

 ”Vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan
Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh diharapkan
terlaksana secara merata kepada masyarakat
kami, apalagi lansia yang rentan bisa
meninggal karena terpapar Covid-19,” harap
Riza.

 Riza juga menyampaikan apabila grafik
vaksinasi dan tracing kasus terus naik, Pemko
Payakumbuh optimis menargetkan ke zona
hijau dalam waktu dekat.

“Payakumbuh pernah berada di zona oranye
dengan nilai terendah Se-Sumatera Barat pasca
lebaran karena naiknya angka kematian akibat
Covid-19 dan penambahan kasus positif.

Namun dengan penanganan yang baik

dengan semua pihak, pada update minggu
kemarin, nilainya sudah naik cukup tinggi,
2,21. Dengan begitu kita optimis bisa
mengejar target untuk mencapai zona kuning
bahkan zona hijau dalam waktu dekat,” kata
Riza didampingi Kadis Kesehatan dr. Bakhrizal.

Riza menginstruksikan agar camat dan
lurah aktif mengajak masyarakat untuk
melakukan vaksinasi di kantor-kantor
pemerintahan bersama petugas dari Puskesmas.

 ”Kita ingin sinergi dan kerjasama yang
baik terus dilakukan di kecamatan dan di
kelurahan lain, bagaimana mendorong
masyarakat untuk bisa ikut vaksinasi sehingga
banyak jiwa yang dapat kita selamatkan. Untuk
mencapai zona hijau dibutuhkan keseriusan
dan kemauan kita bersama, salah satunya
dalam menyukseskan program vaksinasi ini,
dan kami menghimbau masyarakat jangan
gampang terprovokasi serta percaya akan berita
HOAX yang beredar terkait vaksin ini. kata
Riza.

 Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan
Kota Payakumbuh dr. Bakhrizal optimis
dengan kemajuan penaganan Covid-19 di
Payakumbuh. Dimana saat ini didapatkan
kasus yang tidak banyak atau mulai melandai,
dan tracing yang cukup baik dilakukan.

 ”Alhamdulillah tracing kita berjalan bagus,
angka kasus positif Covid-19 sudah dibawah
50, dan angka kesembuhan tinggi, bahkan
tambahan positif dalam 1 hari hanya dibawah
10 orang,” kata Bakhrizal kepada media,
Jumat (4/6).

 Diterangkan kadis yang akrab disapa
Dokter Bek itu, bila digabung data yang
sembuh dan yang positif Covid-19 hingga
hari ini Kota Payakumbuh bisa mencapai
zona kuning secepatnya, apalagi tidak
ada angka kematian yang membuat poin
turun.

 ”Kami tak bosan-bosannya menghimbau
warga dengan menganjurkan menerapkan pola
hidup bersih dan sehat (PHBS) dan 5M dengan
selalu memakai masker, menjaga jarak, sering
mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan
mengurangi mobilitas,” terangnya.

 Bakhrizal juga menyampaikan masyarakat
juga sudah banyak yang datang ke lokasi-
lokasi vaksinasi sehingga saat ini sudah lebih
dari 10 ribu vaksin yang tersalurkan.

 ”Bila vaksinasi berjalan merata dan lancar
serta protokol kesehatan selalu diterapkan
di Payakumbuh, bukan tidak mungkin kita
bisa ke zona hijau jelang Agustus 2021,”
ungkapnya.   lili yuniati  lili yuniati  lili yuniati  lili yuniati  lili yuniati 

Walikota Payakumbuh  Riza Falepi juga turun
ke lapangan untuk melakukan sosialisai prokes.

Petugas saat melaksanakan
sosialisasi kepada masyarakat untuk
terus menerapkan  prokes.

Wali Kota Riza Falepi bersama unsur
forkopimda melakukan rapat.

Satgas Covid-19 Kota
Payakumbuh terus menegakan
disiplin kepada pelaku usaha.



Padang, Khazanah—  Meskipun sudah diresmikan Wakil
Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, kehadiran ritel Nagari Mart
tetap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, puncak
dengan dilakukannya unjuk rasa oleh ratusan orang yang
menolak kehadiran ritel tersebut karena diduga berafialiasi
dengan ritel Alfamart,

putra daerah Pariaman. Saya dan
empat orang lainnya. Satu orang
lagi dari Bukittinggi,” ucap
Nasirman, Selasa (8/6).

Narisman menjelaskan,
pihaknya telah memiliki legalitas
dan mengantongi izin pendirian
Nagari Mart. Mulai dari akta
notaris, akta dari Kementerian
Hukum dan HAM, dan lainnya.
Prinsip kerjanya adalah, PT Nagari
Minang Sakato melakukan
kemitraan dengan masyarakat.

“Artinya, PT Nagari Minang
Sakato tidak semuanya mengelola
dan membeli ruko. Kita kelola
dengan manajemen dan sistem,”
terangnya.

Ia juga mengatakan, bahwa
masyarakat yang ingin ikut terjun
ke dunia usaha, bisa bekerjasama
dengan PT Nagari Minang Sakato.
Pihaknya hanya menerima bayaran
20 persen dari manajemen untuk
pengelolaan sistem teknologi di
Nagari Mart, keuntungan sisanya
akan diambil oleh masyarakat
yang ikut berinvestasi di Nagari
Mart.

Narisman mengungkapkan,
masyarakat yang memiliki tanah,
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Manajemen dan WManajemen dan WManajemen dan WManajemen dan WManajemen dan Wagub Membantah!agub Membantah!agub Membantah!agub Membantah!agub Membantah!

Meski sudah demo dan
dituding oleh banyak pihak,
tudingan itu dibantah oleh
manajemen Nagari Mart dan
maupun Wakil Gubernur Sumbar,
Audy Joinaldy.

Bahkan Wakil Gubernur
Sumbar, Audy Joinaldy dinilai
terkecoh saat meresmikan Ritel
Nagari Mart tersebut.

“Saya sudah lihat akte
pendirian perusahaannya, tidak
ada afiliasi dengan Indomaret dan
Alfamart,” ungkap Audy, Selasa
(8/6).

Kata dia, menyikapi hal itu,
pemilik Nagari Mart akan
melakukan klarifikasi agar tidak
menimbulkan informasi simpang
siur.

Direktur Utama PT Nagari
Minang Sakato, Nasirman Chan
membantah tudingan minimarket
miliknya yaitu Nagari Mart
berafiliasi dengan ritel Alfamart
dan menilai tudingan itu, tidak
benar dan hanya menduga-duga,
serta bisa menjadi fitnah.

“Nagari Mart itu dimiliki oleh
PT Nagari Minang Sakato. 100
persen pemilik sahamnya orang

berusaha ini tidak bisa sendiri-
sendiri. Kita butuh orang lain
untuk saling bersinergi,”
terangnya.

Dirinya heran dengan
tudingan yang menyebutkan PT
Nagari berafiliasi dengan Alfamart,
padahal Nagari Mart, didirikan
sesuai dengan perkembangan
dunia usaha saat ini.

Pihaknya pun membantah

tudingan sebagian karyawan
Nagari Mart berasal dari Alfamart
Pekanbaru. Karena usaha ini
public servicenya perlu. Tentu
tidak ada salahnya ditrainingkan.

“Yang benar itu, pegawai kita
magangkan, kita training-kan di
situ, belajar dulu agar tahu
bagaimana cara melayani orang,
berkomunikasi,” jelasnya.

Sementara itu, terkait tudingan
yang menyebutkan bahwa ada
barang-barang di Nagari Mart yang
dipasok dari Alfamart Pekanbaru,
Nasirwan mengatakan hal tersebut
tidak ada larangan. Barang-barang
yang dipasok di Nagari Mart
bukan hanya dari sana, tapi juga
dari vendor lainnya.

 “Ada juga yang dari lokal,
vendornya masih kita administrasi
dulu karena kita kan baru, agar
tidak ada barang liar yang terbeli.
Hal ini sesuai dengan aturan yang
berlaku di Indonesia,” katanya.

Selain itu, dia juga membantah
tudingan yang menyebutkan
keberadaan Nagari Mart menga-
ncam stabilitas dan keberadaan
semua pedagang-pedagang teru-
tama pedagang kecil dan UMKM.
Dirinya tidak tahu apa dasarnya
berbicara seperti itu.

Akibat adanya tudingan Nagari
Mart berafiliasi dengan Alfamart
katanya, imej Nagari Mart di
masyarakat pun jadi terganggu,
padahal, tujuannya mendirikan
Nagari Mart adalah untuk memba-
ngun daerah   Inoval  Inoval  Inoval  Inoval  Inoval AgeslyAgeslyAgeslyAgeslyAgesly

dibangun (ruko). Masyarakat yang
memiliki ruko, direnovasi sesuai
model yang ditetapkan sehingga
masyarakat yang punya ruko, akan
dimanajemeni oleh pihaknya.

“Kalau masyarakat misalnya
punya ruko, tapi tidak sanggup
menyediakan rak, meja, dan
komputer, maka masyarakat
lainnya bisa ikut berinvestasi di
situ,” ucap Nasirman.

Menurutnya, konsep pendirian
Nagari Mart adalah pemberdayaaan
masyarakat atau sato sakaki, bukan
hanya masyarakat, komponen
lainnya seperti lembaga
pendidikan, koperasi, badan usaha
milik nagari, dan sebagainya juga
bisa ikut bergabung dengan
Nagari Mart.

“Jadi, tidak ada paksaan.
Semua bisa berkolaborasi. Kita

MASALAH PENYEROBOTAN LAHAN

MasyarakMasyarakMasyarakMasyarakMasyarakat Menuduh, PT Aat Menuduh, PT Aat Menuduh, PT Aat Menuduh, PT Aat Menuduh, PT AWB MembantahWB MembantahWB MembantahWB MembantahWB Membantah

AFIALIASI- Meskipun sudah diresmikan Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, kehadiran ritel
Nagari Mart tetap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, puncak dengan dilakukannya unjuk
rasa oleh ratusan orang yang menolak kehadiran ritel tersebut karena diduga berafialiasi dengan
ritel Alfamart, (foto: Ist/net).

Padang, Khazminang.id— Padang, Khazminang.id— Padang, Khazminang.id— Padang, Khazminang.id— Padang, Khazminang.id— Puluhan
orang yang mengatasnamakan diri sebagai
Aliansi Pedagang Sumatera Barat (Sumbar)
melakukan aksi demonstrasi di depan
Kantor Gubernur Sumbar, Senin pagi (7/
6).

Puluhan aliansi pedagang tersebut
meminta agar Pemerintah Pemprov Sumbar
menolak kehadiran Nagari Mart yang
menurutnya berafiliasi dengan perusahaan
ritel besar Alfamart. Aksi di depan pagar
Kantor Gubernur Sumbar dijaga oleh
kepolisian.

Dalam aksinya, mereka meminta agar
Gubernur Sumbar, Mahyeldi atau Wakil
Gubernur, Audy Joinaldy menemui mereka.

Ia meminta agar pemerintah melindungi
pedagang kecil dan melarang Alfamart sebab
akan membunuh ekonomi masyarakat.

Ketua aksi, Sepriadi mengatakan, aksi
ini dilakukan sehubungan telah masuknya
Alfamart yang disebut-sebut menggunakan
nama Nagari Mart yang juga menggunakan

simbol adat dan budaya Minangkabau
Rumah Gadang. Ada dua titik Nagari Mart
yang telah dibuka di Kabupaten Padang
Pariaman.

“Hal ini akan mengancam stabilitas
dan keberadaan semua pedagang-pedagang
terutama pedagang kecil dan UMKM, kami
menolak Nagari Mart yang berafiliasi
dengan Alfamart,” ucap Sepriadi.

Menurut Sepriadi, sama saja dengan
berusaha melakukan manipulasi di Sumbar.
Sehingga perlu disampaikan agar terang
benderang bahwa terjadi manipulasi secara
terstruktur dan sistematis.

“Bahkan aksi demo ini diapresi oleh
para pedagang di daerah lain yang ada
di Indonesia. Oleh karena itu, kita berhasil
mencegah kapitalis masuk ke sumbar,”
terangnya.

Menurutnya juga, Alfamart merupakan
salah satu raksasa kapitalis, sehingga akan
menghancurkan pedagang kecil di Sumbar.
Pihaknya tidak takut berkompetisi, hanya

saja kondisi itu seperti mengadu antara
gajah dan semut sehingga tidak adil.

“Sumbar harus bebas dari kapitalis,
kita berpikir bagaimana menguntungkan
pengusaha kecil dan tradisional, sehingga
kami diminta menolak kapitalis menolak
Alfamart, begitu perjuangan kita,” tuturnya.

Ia juga menolak bahwa demonstrasi
ini ditunggangi dan menyatakan bahwa
ini benar-benar aspirasi dari pedagang di
Sumbar. Pihaknya juga mengaku kecewa
mengapa pemerintah membiarkan masuk
Alfamart ke Sumbar.

“Kita ingin bertemu dengan gubernur
atau wakil gubernur, kita kecewa kepada
wakil gubernur yang ikut meresmikan
Nagari Mart,” katanya.

Jika tidak berhasil menemui gubernur
atau wakil gubernur, para demonstran
berencana melanjutkan aksi ke Kantor
DPRD Sumbar. Bahkan nantinya aksi akan
diulang kembali dalam waktu dekat dengan
massa yang lebih banyak  Inoval  Inoval  Inoval  Inoval  Inoval AgeslyAgeslyAgeslyAgeslyAgesly

Bangunlah Bangunlah Bangunlah Bangunlah Bangunlah Minang Mart Minang Mart Minang Mart Minang Mart Minang Mart KKKKKau Kau Kau Kau Kau Kami Demo!ami Demo!ami Demo!ami Demo!ami Demo!
PPPPPelanggar Prokelanggar Prokelanggar Prokelanggar Prokelanggar Prokes Didendaes Didendaes Didendaes Didendaes Didenda
Tanjung Raya, Khazanah—Tanjung Raya, Khazanah—Tanjung Raya, Khazanah—Tanjung Raya, Khazanah—Tanjung Raya, Khazanah— Sebanyak 30 orang
ditemukan melanggar protokol kesehatan (Prokes) di
wilayah Kecamatan Tanjung Raya, Selasa (8/6).

Mereka diketahui melanggar saat tim terpadu
melaksanakan operasi yustisi di wilayah tersebut,
guna pendisiplinan penerapan Prokes.

Operasi ini dijalankan sesuai Perda Sumbar nomor
6 tahun 2020, tentang Adaptasi Kebiasaan Baru
(AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Kasi Penegak Hukum Dinas Satpol PP dan Damkar
Agam, Ali Akbar mengatakan, mereka ini diberi sanksi
akibat melanggar Prokse, terutama tidak menggunakan
masker ketika beraktivitas di luar rumah.

Dijelaskannya, sesuai data di aplikasi Sipelada,
mereka belum ada terjaring sebelumnya, sehingga
sanksi diberikan baru sanksi sosial. Namun, apabila
sudah pernah terjaring, maka mereka bisa dijatuhkan
sanksi lebih berat.

Setiap pelanggar, kata Ali, datanya diinput ke
aplikasi Sipelada yang disediakan khusus untuk
pelanggar protokol kesehatan. Dari aplikasi itu, dapat
diketahui siapa saja yang melanggar protokol
kesehatan.

Namun, di Agam belum ada pelanggar yang
sampai terseret ke peradilan, baru sebatas denda 
Heppy KusnandarHeppy KusnandarHeppy KusnandarHeppy KusnandarHeppy Kusnandar.....

PNS TPNS TPNS TPNS TPNS Tewas Kewas Kewas Kewas Kewas Kecelakecelakecelakecelakecelakaanaanaanaanaan
Sicincin, Khazanah— Sicincin, Khazanah— Sicincin, Khazanah— Sicincin, Khazanah— Sicincin, Khazanah— Tragis. Safrial, 55, seorang
pegawai negeri tewas mengenaskan akibat sepeda
motor yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil
di jalan raya lintas Padang-Bukittinggi, persisnya di
kilometer 47,7, daerah Rimbo Bakuang, Nagari
Sicincin Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang, Padang
Pariaman, Senin (7/6) .

Siang itu, sekitar pukul 11.30 Wib, korban,
Syafrial, yang mengendarai sepeda motor, Honda
Vario, BA 2623 WQ, meluncur dari arah Padang
menuju Bukittinggi. Sampai di Tempat Kejadian
Peristiwa (TKP), korban diduga hendak mendahului
sebuah mobil.

Namun, sial, pada saat bersamaan dari arah
berlawanan meluncur pula sebuah mobil Mitsubishi
Colt Diesel, BA 9745 QU, yang dikemudikan Irvan
Rahim, 45. Malang sekejap mata, motor korban dan
mobil itu bertabrakan.

Diduga karena benturan keras, kepala pengendara
sepeda motor itu pecah.

“Korban, Syafrial, adalah warga Parik Pontong,
Toboh Ketek, Kecamatan Anam Lingkuang,” kata
Kanit Laka Satlantas Polres Padang Pariaman, Iptu
Rudi Candra.

Sementara pengemudi Colt Diesel, Irvan Rahim
adalah warga Sungai Asam, Kampuang Guci, Lubuak
Pandan, Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang 
Novrizal Sadewa.Novrizal Sadewa.Novrizal Sadewa.Novrizal Sadewa.Novrizal Sadewa.

Pulau Punjung, Khazanah—Pulau Punjung, Khazanah—Pulau Punjung, Khazanah—Pulau Punjung, Khazanah—Pulau Punjung, Khazanah—
Pihak manajemen salah satu
perusahaan perkebunan kelapa
sawit di Kabupaten Dharmasraya,
Sumatera Barat, PT Andalas
Wahana Berjaya (AWB), mem-
bantah tudingan telah menyerobot
lahan milik warga daerah itu. 

Bantahan tersebut disampaikan
melalui pihak Humas perusahaan
tersebut, Feri Satria, Selasa (8/
6), menyikapi adanya aksi sepihak
warga yang mengaku pemilik
lahan yang berada dalam lahan
perkebunan inti perusahaan itu.

“Kami mendapat kabar ada
warga yang sengaja memasang
spanduk yang berisikan menya-
takan diri sebagai pemilik lahan,
saat ini peristiwa tersebut sedang
kami tindaklanjuti,” ungkapnya.

Menurutnya, berdasarkan
dokumen yang dimiliki peru-
sahaan tersebut lahan yang
dimaksud adalah termasuk wila-
yah Hak Guna Usaha (HGU) yang
diserahkan oleh ninik mamak
Gunung Medan, yang peman-
faatannya saat ini adalah kebun
inti perusahaan. 

Ia mengatakan, sebagai peru-
sahaan pemegang izin usaha yang
bermitra dengan masyarakat serta
pemerintah, PT AWB tentu sudah
melakukan pengecekan dan
pengkajian yang teliti sebelum
memulai kegiatan usaha. 

“Sehingga kami menganggap
klaim tersebut mengada-ada dan
tidak sesuai dengan fakta yang
seharusnya,” tegas dia. 

Senada, salah seorang ninik

mamak pemegang ulayat di
kawasan tersebut, Alzar Syah Putra
DT Basa, saat dihubungi wartawan
mengatakan bahwa kawasan
tersebut benar adanya termasuk
lahan yang diserahkan kew pihak
perusahaan untuk dikelola. 

“Jikalau tidak masuk dalam
kawasan HGU PT AWB pun,
lahan tersebut tentu akan be-
rstatus ulayat dan menjadi milik
kaum dan bukan pribadi,”
tegasnya. 

Sementara itu, salah seorang
masyarakat yang mengaku pemilik
lahan yang menjadi objek seng-
keta itu, Desvan Ariyanto, melalui
surat yang ia tembuskan ke
berbagai pihak, mengaku lahan
seluas 18 hektare yang berada
dalam kawasan kebun inti peru-

sahaan tersebut adalah miliknya. 
“Itu adalah kebun karet saya

yang diambil paksa pada 2006
oleh pihak tertentu,” Ungkapnya
saat dihubungi wartawan. 

Menurutnya, pada saat itu ia
mengalami tekanan secara psikis
karena pondok kebun miliknya
dibakar oleh orang tak dikenal
serta berbagai perlakuan tidak
menyenangkan lainnya yang
dialami pengelola kebunnya itu. 

Tak hanya itu, lanjutnya, ia
pun merasa ada upaya
pembungkaman atas permasa-
lahan tersebut oleh oknum aparat
karena ketika kejadian tersebut
ia laporkan ke pihak berwajib,
terkesan laporannya seolah di-
diamkan tanpa ada kejelasan
hingga saat ini. 

BANTAH- Pihak manajemen salah satu perusahaan perkebunan
kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, PT
Andalas Wahana Berjaya (AWB), membantah tudingan telah
menyerobot lahan milik warga daerah itu (foto: Ist/net). 

“Saya tetap akan perjuangkan
apa yang menjadi hak saya, total
kerugian moril dan materil yang

saya alami jika diuangkan
mencapai lima miliar rupiah,”
tutupnya        Ahmad Habibie.Ahmad Habibie.Ahmad Habibie.Ahmad Habibie.Ahmad Habibie.

DARI SIDAK KE DINAS ESDM SUMBAR

KKKKKetiketiketiketiketika Mahyeldi Bertemu Meja Ka Mahyeldi Bertemu Meja Ka Mahyeldi Bertemu Meja Ka Mahyeldi Bertemu Meja Ka Mahyeldi Bertemu Meja Kosongosongosongosongosong
Padang, Khazanah—Padang, Khazanah—Padang, Khazanah—Padang, Khazanah—Padang, Khazanah— Gubernur
Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi
Ansharullah menemukan sejumlah
Aparatur Sipil Negara (ASN) masih
keluyuran saat ia melakukan
inspeksi mendadak (sidak) di
Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Sumbar, Selasa
pagi (8/6).

“Sebetulnya saya ingin melihat
secara langsung, sekaligus me-
mastikan kesiapan aparatur sipil
negara (ASN) dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat,”
ucap Mahyeldi.

Menurutnya, semua ASN tanpa
terkecuali di lingkup Pemprov
Sumbar, harus bekerja secara
maksimal dengan memberikan
pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Satu persatu ruangan kantor
Dinas ESDM dikunjunginya.
Mahyeldi sempat mendapati
adanya kursi kosong dalam sidak
tersebut. Akan tetapi, ketidak-
hadiran PNS ESDM tersebut
memiliki alasan yang tidak jelas.
Dengan alasan tersebut gubernur

menegur pimpinannya.
“Sudah jelas kursinya kosong,

kalau pun itu tidak hadir harus
ada alasan yang jelas, misalnya
cuti melahirkan atau cuti lain,
atau alasan lain. Bagaimana kita
bisa melayani masyarakat, sement-

ara yang hadir saja masih terlihat
santai dalam bekerja,” terangnya.

Selanjutnya dalam sidak tersebut
masih juga terdapat PNS yang masih
tidak melengkapi atribut pakaian
dinas, seperti kelengkapan papan
nama, lambang korpri dan pin tolak

gratifikasi.
Gubernur meminta Sekretaris

ESDM Sumbar Mitro Wardoyo
untuk memberikan teguran tertulis
dan segera laporkan ke BKD
dengan tembusan ke Gubernur
Sumbar.

“Saya minta data absensi
secara keseluruhan. Apabila
nantinya didapati ada yang
sengaja tidak masuk alias mem-
bolos maka hukumannya adalah
pemotongan tunjangan kinerja
daerah (TKD). Segerakan buatkan
laporannya,” tegas Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, apabila
ditemui pelanggaran PNS bukan
hanya hukuman disiplin ringan
atau tertulis, tapi TKD satu bulan
dihilangkan sekaligus peringatan
tertulis.

“Karena jika ada pegawai
kena tiga peringatan tertulis ini,
maka akan jadi pertimbangan
untuk promosi. Kemungkinan
besar juga tidak akan naik
pangkat,” jelasnya.   Inoval Inoval Inoval Inoval Inoval
Ages lyAges lyAges lyAges lyAges ly.....

SIDAK- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah
menemukan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) masih
keluyuran saat ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Sumbar (foto: Inoval Agesly)



jangan tangan masyarakat
akan memikirkan untuk
menempuh langkah-langkah
lain,” terang Mardiansyah.

Dikatakannya, pada rapat
internal DPRD, telah memu-
tuskan untuk membentuk
pansus. Pansus itu diketuai
langsung oleh Dr. Novi
Hendri, senator kawakan
Partai Golkar yang telah
cukup lama malang meli-
ntang di kancah legislatif.
Sementara sekretarisnya
dijabat Kiki Anugrah Dia,
SE.

“Dengan Pansus ini,
diharapkan akan bisa me-
mfasilitasi kedua wilayah
untuk menemukan titik temu
penyelesaian tapal batas
antara Padang Panjang dan
Tanah Datar,” katanya.

Mardiansyah menga-
takan, pihaknya juga siap
mengkaji dan mempelajari
semua keputusan dan do-
kumen-dokumen yang sudah
diserahkan oleh Pansus. “Kita
berharap dokumen ini men-
jadi dasar bagi kami di
DPRD untuk berjuang lebih
lanjut sesuai prosedur,”
katanya.

Dalam dokumen tersebut,
DPRD Padang Panjang de-
ngan jelas menolak kese-
pakatan yang dilakukan
oleh Walikota Padang Pan-
jang, Fadly Amran dengan
Bupati Tanah Datar, Eka
Putra.
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KPKPKPKPKPU DimintaU DimintaU DimintaU DimintaU Diminta
SiapkSiapkSiapkSiapkSiapkan SDMan SDMan SDMan SDMan SDM
Jakarta, Khazanah—Jakarta, Khazanah—Jakarta, Khazanah—Jakarta, Khazanah—Jakarta, Khazanah— Wakil Ketua Komisi II DPR
RI Junimart Girsang meminta Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk
menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang
kompeten menghadapi Pemilu 2024.

“Siapkan SDM yang cukup dan benar-benar sehat
sehingga tidak asal ambil seperti selama ini, misalnya
yang dijadikan panitia pemungutan suara (PPS) tidak
paham tugasnya,” kata Junimart di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Selasa.

Dia mengakui KPU dan Bawaslu sudah mengajukan
anggaran untuk tahapan Pemilu 2024 dan Komisi
II DPR ingin Pemilu serentak pertama itu tidak
menimbulkan korban seperti Pemilu 2019.

Karena itu, menurut dia, KPU dan Bawaslu harus
mempersiapkan SDM sejak tahapan pemilu mulai
dari pendaftaran hingga penghitungan suara.

“Semua tahapan pemilu, mulai pendaftaran sampai
penghitungan suara. Untuk melaksanakan itu ada
berbagai tahapan dan SDM harus disiapkan,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan Komisi
II DPR akan membahas terkait anggaran yang telah
diajukan KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk tahapan
Pemilu 2024, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP)
yang rencananya akan digelar pada Rabu (9/6).

Menurut dia, ketiga lembaga tersebut sudah
mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024
kepada Komisi II DPR namun belum didalami dan
diputuskan.

“Hari ini (Rabu, 8/6) akan bahas anggaran, nanti
bisa dilihat. Ini bukan hanya untuk anggaran tahun
2022, karena tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan
tahun depan. Kami akan segera putuskan karena
tahapan Pemilu 2024 akan segera mulai tahun depan,”
katanya.  ryn/antryn/antryn/antryn/antryn/ant

TAPAL BATAS DENGAN TANAH DATAR DINILAI CACAT PROSEDUR
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DUET PRABOWO-PUAN PALING DIUNGGULKAN

WWWWWacana MegaPacana MegaPacana MegaPacana MegaPacana MegaPro Jilid II Mencuatro Jilid II Mencuatro Jilid II Mencuatro Jilid II Mencuatro Jilid II Mencuat

KEKUATAN— Wacana duet Megawati-Prabowo (MegaPro), kembali mencuat jelang hajat Pilpres 2024. Kedekatan kedua tokoh ini sejaka
beberapa waktu terakhir, seperti memberikan sinyal akan bersatunya PDIP-Gerindra sebagai sebuah kekuatan di Pemilu mendatang. IST

Jakarta, Khazanah—Jakarta, Khazanah—Jakarta, Khazanah—Jakarta, Khazanah—Jakarta, Khazanah—
Nama Ketum Partai Gerindra,
Prabowo Subianto, hingga
kini masih merajai sejumlah
hasil survei sebagai calon
presiden terkuat. Selain
digadang-gadang akan ber-
pasangan dengan Puan Ma-
harani, Prabowo juga disa-
ndingkan dengan Ketum
PDIP, Megawati Soekar-
noputri.

Wakil Ketua Umum Par-
tai Gerindra, Habiburokhman,
bahkan tak menampik rumor
yang menyebut bahwa Me-
gawati Soekarnoputri di-
sanding-sandingkan dengan
Prabowo. Ia menyatakan,
Gerindra akan memper-
timbangkan usulan yang
disampaikan masyarakat.

“Saya pikir semua opsi
masih terbuka, usulan dari
masyarakat kita tampung,
kita pikirkan,” ucap Habib
kepada wartawan,Selasa (8/
6).

Ia mengatakan, kader
Gerindra masih ingin agar
Prabowo mencalonkan diri
kembali di Pilpres 2024.
Namun, menurutnya, hal itu
akan tergantung pada kese-
diaan Prabowo untuk maju
di Pilpres 2024 atau tidak.

Megawati-Prabowo meru-
pakan duet pasangan capres-
cawapres di Pilpres 2009.
Kala itu, pasangan Mega-
wati-Prabowo hanya men-
dapat 26,79 persen suara dan
kalah dari pasangan Susilo
Bambang Yudhoyono (S-
BY)-Boediono yang meraup
60,8 persen suara.

Nama Prabowo masih
masuk dalam bursa capres

2024. Dia bersama Ganjar
Pranowo, dan Anies Bas-
wedan menempati posisi tiga
teratas dalam survei capres
2024 yang dilakukan Survei
Parameter Politik Indonesia.
Posisi tersebut diraih dengan
catatan Joko Widodo tak

ikut kembali bertarung da-
lam Pilpres 2024.

Sementara dari sejumlah
simulasi pasangan capres dan
cawapres, Prabowo-Puan m-
uncul sebagai kandidat
dengan elektabilitas tertinggi.
Temuan itu diungkap In-

donesia Elections and Stra-
tegic (indEX) Research dalam
hasil surveinya.

Survei menunjukkan,
elektabilitas pasangan Pra-
bowo-Puan paling tinggi,
mencapai 51,4 persen. Angka
tersebut jauh lebih tinggi

dibandingkan pasangan
capres-cawapres lain dalam
beberapa simulasi. “Pasangan
Prabowo-Puan paling diung-
gulkan sebagai capres-
cawapres di antara berbagai
simulasi,” ungkap peneliti
indEX Research, Hendri

Subianto (MegaPro) di Pilpres
2024 merupakan wacana
yang tidak produktif bagi
demokrasi.

Bila direalisasikan, me-
nurutnya, PDIP dan Gerindra
sama saja tidak memberikan
ruang kepada calon pe-
mimpin muda untuk tampil
di Pilpres 2024. “Tapi yang
pasti, nama lama tidak sehat
secara demokrasi karena tidak
memberikan ruang baru bagi
calon pemimpin muda,” ucap
Khoirul.

“Saya harap Megawati
dan PDIP menghitung ra-
sional, kalau itu diajukan,
saya pikir itu memaksakan
diri. Kalau dipaksa tidak
akan produktif secara politik
dan bagi demokrasi,” sam-
bungnya.

Ia mengakui kepemilikan
kursi DPR PDIP-Gerindra
cukup untuk mengusung
pasangan capres-cawapres di
Pilpres 2024. Namun, Khoi-
rul mengingatkan, hampir
seluruh hasil survei me-
nunjukkan bahwa Megawati
tidak masuk dalam 10 tokoh
dengan elektabilitas besar
sebagai capres.

Menurutnya, PDIP dan
Gerindra harus menanggung
konsekuensi politik dari
langkah tersebut. Ia juga
mengingatkan bahwa lang-
kah mengusung Megawati-
Prabowo tidak menjamin
memberikan PDIP dan Gerin-
dra kemenangan di Pilpres
2024. “Masyarakat kita
cenderung menghendaki
pembaruan, semangat baru
untuk mulai sesuatu yang
baru,” katanya.  ryn/cnnryn/cnnryn/cnnryn/cnnryn/cnn

Kurniawan, Selasa (8/6).

Demokrasi Tak SehatDemokrasi Tak SehatDemokrasi Tak SehatDemokrasi Tak SehatDemokrasi Tak Sehat
Pengamat politik dari

Universitas Paramadina,
Ahmad Khoirul Umam, me-
nilai menduetkan kembali
Megawati dengan Prabowo

KPK Sanggah KKPK Sanggah KKPK Sanggah KKPK Sanggah KKPK Sanggah Keterketerketerketerketerkaitan TWKaitan TWKaitan TWKaitan TWKaitan TWK
dengan Kontestasi Pdengan Kontestasi Pdengan Kontestasi Pdengan Kontestasi Pdengan Kontestasi Politikolitikolitikolitikolitik
Jakarta, Khazanah—Jakarta, Khazanah—Jakarta, Khazanah—Jakarta, Khazanah—Jakarta, Khazanah— Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
menepis anggapan yang menyebut
bahwa Tes Wawasan Kebangsaan
(TWK) sebagai proses alih status
pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil
Negara (ASN), dikaitkan dengan
kontestasi politik di 2024
mendatang.

Hal itu disampaikan Juru Bicara
(Jubir) KPK, Ali Fikri, menanggapi
analisis mantan Juru Bicara KPK,
Febri Diansyah, yang mengaitkan
TWK dengan kontestasi politik
2024.

“Sebagai sebuah analisa, siapa
pun boleh berpendapat dan kita
hargai. Namun terlalu jauh jika
mengkaitkan pelaksanaan TWK bagi
seluruh pegawai tetap maupun tidak
tetap KPK ini dengan kontestasi
politik 2024,” kata Ali Fikri, Selasa
(8/6).

Ali mengatakan, KPK pada

prinsipnya selalu mengedepankan
penegakan hukum sesuai aturan dan
koridor hukum yang berlaku. Karena
itulah menurutnya, independensi
KPK menjadi hal yang mutlak.

“Prinsip kami, KPK sebagai salah
satu aparat penegak hukum maka
dalam upaya penegakan dan
pelaksanaan UU, kami lakukan
sesuai dengan aturan dan koridor
hukum dan tidak dengan melanggar
hukum independensi menjadi hal
mutlak yang harus dimiliki oleh
lembaga penegak hukum. Dan
hingga saat ini Independensi itu
masih menjadi prinsip kerja kami
sebagaimana amanat UU KPK,”
jelasnya.

Ali menegaskan, penegakan
hukum yang dilakukan KPK tidak
akan melihat latar belakang politik
dan sosial dari pelaku. Dia
memastikan penegakan hukum akan
berdasarkan alat bukti yang ada.

“KPK tentu akan tegak lurus
pada jalurnya sebagai penegak
hukum. Penanganan perkara tidak
melihat latar belakang politik dan
sosial pelakunya namun berdasarkan
adanya kecukupan alat bukti
sebagaimana ketentuan hukum,”
ujarnya.

Sebelumnya, Febri Diansyah
mengaitkan TWK pegawai KPK
dengan kontestasi politik 2024. Febri
khawatir sengkarut TWK akan
berisiko membuat KPK dijadikan
alat untuk bertempur pada 2024.

Hal ini disampaikan Febri saat
menjadi narasumber diskusi ’Teka
Teki Pemberantasan Korupsi’ yang
ditayangkan Gusdurian Tv pada
Jumat (4/6) lalu. Febri mulanya
menyampaikan kekhawatirannya
jika KPK tidak independen dan
dikuasai kekuatan politik tertentu.

“Kalau kita bicara dalam konteks
2024, ada yang lebih berbahaya

sebenarnya ketika KPK tidak
independen, kalau KPK bisa dikuasai
oleh kekuatan-kekuatan tertentu,
kalau KPK bisa dikuasai kekuatan
politik tertentu sehingga dia tidak
independen,” kata Febri, Minggu
(6/6).

Menurut Febri, ketidakin-
dependenan KPK itu bisa membuat
kontestasi politik di 2024 berjalan
secara tidak fair. Dia menjelaskan
kontestasi politik yang dimaksud
bukan hanya Pilpres, tapi juga Pileg
dan Pilkada.

“Kita tidak bisa bayangkan
kontestasi politik akan berjalan
secara fair di 2024 nanti, orang kan
berpikir hanya pilpres saja, padahal
ada tiga kan sebenarnya di 2024.
Kita tidak pernah bisa bayangkan
sebuah lembaga antikorupsi yang
independen digunakan untuk
menghajar lawan-lawan politik,”
tuturnya.  ryn/sndryn/sndryn/sndryn/sndryn/snd

Padang Panjang, Khazanah—Padang Panjang, Khazanah—Padang Panjang, Khazanah—Padang Panjang, Khazanah—Padang Panjang, Khazanah—
DPRD Kota Padang Panjang
terus mendorong walikota
untuk segera menyelesaikan
kisruh tapal batas antara Kota
Padang Panjang dengan
Kabupaten Tanah Datar,
menyusul adanya kesepa-
katan yang ditandatangani
Walikota Padang Panjang
dan Bupati Tanah Datar di
Aia Angek Cottage, Maret
2021 lalu.

Karena dinilai cacat
secara prosedur, DPRD Pad-
ang Panjang menegaskan
bahwa keputusan terkait
tapal batas Padang Panjang-
Tanah Datar itu harus di-
batalkan.

Ketua DPRD Kota Pa-
dang Panjang, Mardiansyah
menyebutkan, setelah ada-
nya penyampaian aspirasi
dari Kerapatan Adat Nagari
(KAN) Gunung, Camat Pa-
dang Panjang Timur, Lurah
Ekor Lubuk, tokoh ma-
syarakat, serta Ketua RT di
daerah yang terancam masuk
ke Tanah Datar, DPRD lang-
sung melakukan pertemuan
dengan walikota dan mem-
bentuk Panitia Khusus (Pan-
sus) untuk menelusuri per-
masalahan yang tidak ku-
njung selesai sejak tahun
2011 silam.

“Kita akan coba mela-
kukan fasilitasi, kalaupun
fasilitasi Pemko nantinya
gagal, kami selaku perpan-

Ketua Pansus Novi Hen-
dri menyebutkan, Pansus
telah turun ke lapangan dan
melakukan pertemuan de-
ngan masyarakat di daerah
yang menjadi sengketa
kedua daerah bertetangga.
“Kita turun lengkap dengan
stakeholder yang berkom-
petan,” katanya.

Novi mengakui, kese-
pakatan yang telah ditan-
datangani Walikota Padang

Panjang dan Bupati Tanah
Datar di Aia Angek Cottage,
Maret 2021 lalu, dinilai tidak
memenuhi unsur sosiologis,
historis, yuridis, dan politik.
Mengacu pada UU No. 141
tahun 2017 BAB II pasal 3
ayat 2, dokumen penegasan
batas meliputi undang-
undang mengenai pem-
bentukan daerah.

“Pembentukan daerah
otonom kota kecil dalam

Sumatera tengah berupa
Pekanbaru, Sawahlunto,
Solok, Payakumbuh dan
Padang Panjang, adalah UU
nomo 8 tahun 1956. Padang
Panjang dalam UU tersebut,
ditegaskan termasuk wilayah
Nagari Gunuang dan Bukit
Surungan,” ungkap Novi.

“Jadi, tidak ada alasan
untuk merubah perbatasan
itu, tanpa melibatkan seluruh
stakeholder yang ada. Inshaa

Allah, seluruh data yang
kami dapatkan dari lokasi
bersifat valid dan bisa
dipertanggung jawabkan,
baik secara historis maupun
yuridis,” ujar Novi.

Harus DibatalkanHarus DibatalkanHarus DibatalkanHarus DibatalkanHarus Dibatalkan
Terkait upaya mencabut

kembali kesepakatan “Aia
Angek” itu, sebelumnya
DPRD Padang Panjang juga
telah melayangkan surat
kepada Walikota dengan
nomor surat 005/DPRD-PP/
VI/2021, perihal pencabutan
kesepakatan penegasan batas
antara Tanah Datar dengan
Padang Panjang.

“Bahkan kita juga mela-
yangkan surat permohonan
pembatalan kesepakatan
rapat penegasan batas daerah
itu ke Mendagri,” ujar Wakil
Ketua Pansus, Hendra Sa-
putra didampingi Sekretaris,
Kiki Anugerah Dia.

Berdasarkan salinan do-
kumen yang diperoleh,
Pansus kata Hendra, berpen-
dapat bahwa dokumen ter-
kait perbatasan sudah leng-
kap dan sah adanya. Baik
secara yuridis, historis,
sosiologis maupun politis.
Tidak ada alasan untuk
mengubah batas Padang
Panjang dan Tanah Datar.

“Insha Allah, minggu
depan paling lambat kita
akan paripurnakan masalah
ini. Setelah kita adu hasil
kita dengan tim tapal batas
pemko nantinya. Pada prin-
sipnya, kita minta walikota
dan jajarannya untuk mem-
pertahankan batas wilayah
sesuai dengan aturan pem-
bentukan Kota Padang Pan-
jang,” kata Hendra.

Kiki menambahkan, dari
berbagai kajian dan analisis,
pihaknya akan memasukkan
sejumlah poin penting ke
rekomendasi Pansus nantinya.
Di antaranya, Pemko Padang
Panjang diminta untuk mem-
batalkan kesepakatan “Aia
Angek”. Selanjutnya, pemko
diminta untuk melakukan
sosialisasi kepada masyarakat
Padang Panjang tentang
proses dan tahapan penye-
lesaian perselisihan batas
Padang Panjang-Tanah Datar.

“Terakhir, pemko segera
menyampaikan rekomendasi
Pansus sesuai dengan aspirasi
masyarakat tapal batas  kepa-
da Gubernur Sumbar dan
Kemendagri. Jangan sampai
satu orangpun warga kita
yang di tiga RT tereliminasi
dari administrasi Padang
Panjang,” pungkas Kiki.
Paul HendriPaul HendriPaul HendriPaul HendriPaul Hendri

KETUA Pansus Tapal Batas DPRD Kota Padang Panjang, Novi Hendri (tengah),
bersama sejumlah anggota DPRD Kota Padang Panjang dan Ketua KAN Gunung
Padang Panjang, Yurnalisman Syam, saat meninjau lokasi yang kini menjadi polemik
terkait tapal batas Padang Panjang dengan Tanah Datar. PAUL
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DI PASAR DUNIA

ISPO dan Masa Depan Sawit IndonesiaISPO dan Masa Depan Sawit IndonesiaISPO dan Masa Depan Sawit IndonesiaISPO dan Masa Depan Sawit IndonesiaISPO dan Masa Depan Sawit Indonesia
Jakarta, Khazanah -Jakarta, Khazanah -Jakarta, Khazanah -Jakarta, Khazanah -Jakarta, Khazanah - Sektor sawit
Indonesia masih berkutat dengan
tekanan Eropa. Di dalam negeri, upaya
perbaikan tata kelola dilakukan melalui
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Semua pihak diharapkan peduli.

Uni Eropa telah mengeluarkan
regulasi turunan Pedoman Energi
Terbarukan yang dikenal sebagai RED
II (Renewable Energy Directive II),
Kebijakan ini memasukkan kelapa sawit
sebagai komoditas berisiko tinggi
terhadap perusakan hutan atau defo-
restasi. Uni Eropa juga meyakini impor
biodiesel dari Indonesia menjadi
ancaman bagi industri biodisel berbahan
nabati lain, seperti kedelai.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk
Urusan Luar Negeri dan Kebijakan
Keamanan, Josep Borrell, dalam kunju-
ngan ke Jakarta beberapa hari lalu
menyebut, persoalan keberlanjutan atau
sustainability industri kelapa sawit
terutama terkait lingkungan, harus
diselesaikan bersama terlebih dahulu.
Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri
Retno Marsudi, meminta Uni Eropa
bersikap lebih adil.

Sebagai produsen sawit global,
Indonesia harus memahami bahwa
konsumen saat ini telah menetapkan
standar bagi produk yang dihasilkan.
Emil Satria, Direktur Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan, Kementrian Perind-
ustrian menegaskan, standar itu berlaku
di industri hulu maupun hilir.

“Konsumen produk industri hilir
minyak sawit global semakin sadar akan
pentingnya aspek keberlanjutan.
Sehingga sustainability palm oil product
ini akan menjadi determine value untuk
memenangkan pasar kita di masa yang
akan datang,” kata Emil.

Paparan itu dia sampaikan dalam
diskusi Masa Depan ISPO: Menuju
Pengakuan Internasional yang disele-
nggarakan lembaga ekonomi INDEF,
Senin (7/6).

Di sektor hulu, Indonesia sudah
memiliki Peraturan Pemerintah nomor
44 tahun 2020 dan Peraturan Menteri
Pertanian nomor 38 tahun 2020.
Sedangkan untuk industri hilir sawit,
ISPO baru akan dirancang dalam bentuk
peraturan menteri perindustrian. Selama
ini, sawit di sektor hilir digunakan
sebagai bahan baku industri makanan,
bahan bakar, kimia dan fiber.

ISPO Menjadi JawabanISPO Menjadi JawabanISPO Menjadi JawabanISPO Menjadi JawabanISPO Menjadi Jawaban
Diah Suriadiredja, dari Yayasan

Kehati juga mengakui, Indonesia
menghadapi tekanan global dari berbagai
pihak, mulai dari Lembaga Swadaya
Masyarakat hingga negara-negara
konsumen terutama Uni Eropa, terkait
sawit.

“Tekanan ini kalau dilihat dari
Kehati, sebagai civil society, saya pikir
ini sebuah tekanan yang membuat kita
bersama-sama bangkit, membenahi sawit
yang memang sudah menjadi potensi
Indonesia,” kata Diah.

Satu hal yang cukup menggem-
birakan adalah bahwa Indonesia
menanggapi tekanan tersebut melalui
ISPO. Presiden sendiri langsung
mengeluarkan peraturan yang mem-
ungkinkan sebuah sistem verifikasi yang
menjadi sebuah tanggung jawab lintas
kementerian dan lembaga.

Ada lima area yang diperbaiki melalui
ISPO ini. Pertama, menurut Diah, adalah
pengambilan keputusan dan penerbitan
sertifikat yang dilakukan pihak ketiga
yang independen. Strategi ini menjawab
keraguan mengenai independensi dan
transparansi. Kedua, kompetensi auditor
yang melakukan tugas diukur melalui
sertifikat kompetensi. Area ketiga adalah
bahwa ISPO diberlakukan tidak hanya
bagi perusahaan perkebunan besar, tetapi
juga pekebun kecil.

“Ada komitmen bahwa sertifikasi
bagi pekebun ini akan diberi waktu
lima tahun,” kata Diah.

Area keempat perbaikan juga
dilakukan dengan pelibatan masyarakat
sipil dalam kelembagaan ISPO, dan yang
terakhir sistem ini telah menerapkan
mekanisme keluhan yang lebih jelas.
Sedangkan tantangannya, kata Diah,
adalah bagaimana menerapkan ISPO
bagi petani atau pekebun swadaya. Selain
itu, ada juga masalah lahan-lahan sawit
yang masuk ke area hutan, dan harus
diselesaikan oleh Indonesia.

Sertifikasi Masih MinimSertifikasi Masih MinimSertifikasi Masih MinimSertifikasi Masih MinimSertifikasi Masih Minim
Tantangan yang disampaikan Diah

diamini oleh Rusman Heriawan, pena-
sihat Forum Rencana Aksi Nasional
Kelapa Sawit Berkelanjutan.

“Sampai akhir tahun 2020, sertifikasi
ISPO di hulu, yaitu di perkebunan,
catatan yang ada baru diterbitkan 682
sertifikat. Dengan luasan 5,8 juta hektar
yang sudah bersertifikat, dari 16,38 juta
hektar. Artinya, baru kurang lebih 35
persen luasan kebun sawit yang sudah
ber-ISPO dibandingkan total luasannya,
yang 16,38 juta hektar itu,” kata Rusman.

Data dari Rusman, total luas kebun
sawit di Indonesia adalah 16,38 juta
hektar. Dari jumlah itu 8,68 juta hektar
dikelola perusahaan sawit swasta.
Sedangkan 6,72 juta hektar dikelola

oleh petani sawit, baik plasma atau yang
terikat pada perusahaan maupun yang
swadaya. Sementara sisanya, kurang dari
1 juta hektar adalah kebun sawit milik
negara.

Terkait sertifikasi ISPO, sebagai
upaya memenuhi tuntutan pasar global,
perusahaan sawit swasta paling giat
melakukan sertifikasi. Dari lahan 8,68
juga hektar, sudah 63 persen yang
bersertifikat. Perkebunan milik negara,
yang totalnya sekitar 1 juta hektar sudah
menerima sertifikat ISPO seluas 32,5
persennya.

“Yang menyedihkan sebenarnya
adalah perkebunan rakyat. Baik itu
plasma maupun swadaya, itu hanya 0,19
persen yang sudah bersertifikat dari total
luasan mereka yang 6,72 juta hektar,”
kata Rusman.

Karena itulah, meski menyambut
baik penerapan ISPO sebagai prestasi
baru dalam sektor sawit, Rusman melihat
ketidakseimbangan sertifikasi harus
mendapat perhatian. Tidak mungkin
untuk memberikan kelonggaran aturan
terutama bagi petani kecil plasma maupun
swadaya, dan seluruh proses ini me-
rupakan tanggung jawab bersama.

Industri Butuh DukunganIndustri Butuh DukunganIndustri Butuh DukunganIndustri Butuh DukunganIndustri Butuh Dukungan

Meski bertujuan baik, industri
membutuhkan dukungan lebih dari
pemerintah terkait penerapan ISPO ini.
Haskarlianus Pasang, Deputi Direktur
Sinar Mas, yang juga berbicara dalam
diskusi ini mengatakan, pasar dalam
negeri harus lebih dahulu dipahamkan
mengenai ISPO.

“Bagaimana dukungan kongkret dari
pemerintah dan industri menerima ISPO
terlebih dahulu. Karena kalau kita bicara
terlalu kencang diluar, dan ini kami
alami ketika menawarkan produk,
pertanyaannya adalah, apakah di dalam
negeri ada yang beli produk ISPO,”
kata Pasang.

Untuk meningkatkan kredibilitas
produk bersertifikat ISPO agar menjadi
pilihan, Pasang menilai pemerintah perlu
menggagas insentif yang lebih nyata,
misalnya terkait produksi bahan bakar
B30 sebagai pengganti solar. Pasar dalam
negeri harus diyakinkan untuk terlebih
dahulu memilih produk B30 yang sudah
memiliki sertifikat ISPO, dibanding yang
tidak. Begitu pula dengan produk lain
seperti minyak goreng curah.

“Kalau fanatisme muncul dari pasar
dalam negeri, percaya saja pihak luar
tidak akan ragu-ragu, bahwa produk
ini dicintai di negerinya sendiri, sebelum
kita bicara diluar,” tambah Pasang.

Pemerintah juga harus mengka-
mpanyekan dampak baik penerapan ISPO
bagi pencapaian Sustainable Deve-
lopment Goals (SDGs). Sehingga
fokusnya tidak hanya pada upaya
sertifikasi, tetapi berlanjut pada terc-
iptanya dampak yang diinginkan.

ISPO juga harus bisa diterima sebagai
sertifikasi tingkat dunia. Indonesia harus
meyakinkan dunia internasional, terkait
peran sawit yang positif. Dicontohkan
Pasang, isu yang bisa digaungkan
misalnya adalah bahwa minyak sawit
membantu memenuhi kebutuhan pangan
dunia dan perannya dalam dekarbonisasi
sektor transportasi.   voa voa voa voa voa
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